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MOTTO 

لَكُمااتََْكُلُوٓا ااوَلَا نَكُمااأمَْوََٰ بٱِلْبََٰطِلاِاابَ ي ْ  ا

janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 

batil. 

(Q.S. Al-Baqarah:188)1  

 
1 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya 

(Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 38. 
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Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem 

Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 

22 Januari 1998. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Keterangan 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ/ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ/ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż/ż Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad Ṣ/ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ/ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ/ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ/ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik (di atas)‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ke ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap 

Contoh: مقد مة ditulis Muqaddimah 

C. Vokal 

1. Vokal Tunggal 

Fatḥah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis fataḥa 

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis ‘alimun 

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis kutub 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap (fatḥah dan ya) ditulis “ai”. 

Contoh :    اين  ditulis aina 

Vokal rangkap (fatḥah dan wawu) ditulis “au”. 

Contoh:  حول ditulis ḥaula 
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D. Vokal Panjang 

Fatḥah ditulis “a”. Contoh:  bā ‘a = باع     

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليم= ‘alī mun 

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم= ‘ulūmun 

E. Hamzah 

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa 
didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh:   ايمان= īmān 

F. Lafzul Jalalah 

Lafẓul jalalah (kata االله) yang terbentuk frasa nomina 
ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبداالله ditulis 

‘Abdullah 

G. Kata Sandang “al-...” 

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang 

dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah. 

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan 

huruf kecil. 

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-

Qur’an” ditulis dengan huruf kapital. 

H. Ta marbutah (ة) 
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: االبقرةditulis 
al-baqarah. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh:  المال  زكاة 
ditulis zakāh al-māl atau zakātul māl. 
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 ABSTRAK 

Permasalahan utama dalam skripsi ini yakni masih 

maraknya perbuatan penipuan berkedok investasi yang dilakukan 

oleh beberapa orang dengan memanfaatkan teknologi yang 

semakin canggih serta merugikan masyarakat. Dalam penelitian ini 

memfokuskan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku 

penipuan berkedok investasi skema binary option melalui platform 

quotex perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka 

(library research) yang bersifat kualitatif, menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan perbandingan (comparative approach). 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam hukum 

positif perbuatan penipuan berkedok investasi skema binary option 

melalui platform quotex dapat dikenakan pertanggungjawaban 

pidana dengan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, 

sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan penipuan 

berkedok investasi skema binary option dikenakan hukuman ta’zir 

berupa penjara yang besar hukumannya dikembalikan kepada ulil 

amri (hakim). 

 

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Binary Option, 

Penipuan Investasi, Hukum Pidana Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang 

terjadi di Indonesia memberikan suatu dampak yang sangat 

signifikan dalam masyarakat, perkembangan tersebut juga 

merubah perilaku masyarakat yang beralih dari sifat yang 

konvensional kepada sifat yang lebih praktis dan bersifat 

modern, hal ini menjadikan banyaknya inovasi dan perubahan 

yang nyata dalam perilaku bermasyarakat. Kemajuan teknologi 

dan informasi juga memberikan perubahan yang sangat 

signifikan dalam segi perekonomian, munculnya berbagai 

marketplace, online shop, bank digital, aplikasi keuangan, dan 

juga berbagai sarana investasi digital membuat masyarakat 

semakin mudah melakukan transaksi jual beli tanpa harus 

bertemu langsung dengan penjual maupun dengan pelanggan. 

Perkembangan teknologi juga memberikan dampak yang 

cukup besar pada perkembangan ekonomi sebuah negara dan 

menjadikan sebuah urusan bisnis menjadi lebih mudah dan 

efektif. Munculnya perusahaan start-up yang berfokus pada 

kegiatan investasi juga bisa sebagai bukti kemajuan teknologi 

di Indonesia, terdapat dua jenis start-up yakni e-commerce dan 

financial technology. E-commerce merupakan bisnis yang 

menyediakan platform jual beli secara online, sedangkan 
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fintech cenderung berfokus pada inovasi di bidang jasa 

keuangan.2 

Perubahan ini juga memperkenalkan metode transaksi 

baru, seperti kegiatan trading melalui platform online salah 

satunya platform quotex. Trading merupakan suatu bentuk jual-

beli sebuah sekuritas baik jangka pendek maupun secara 

bertahap guna menghasilkan keuntungan yang cepat.3 Kegiatan 

jual-beli dalam Trading tentu sangat jauh berbeda dengan 

kegiatan investasi. Investasi memiliki orientasi pada jangka 

panjang dan berkelanjutan, sedangkan pada umumnya trading 

hanya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Oleh 

karena itu orang yang melakukan investasi disebut investor, 

sedangkan orang yang melakukan trading disebut eksekutor. 

Platform quotex merupakan platform yang menyediakan 

perdagangan mata uang asing atau foreign exchange (forex), 

mulai dari dolar, pound sterling, euro, rubel Rusia dan juga bisa 

digunakan untuk perdagangan aset kripto. Quotex sendiri 

merupakan platform yang berbasis perdagangan opsi biner 

(binary option), binary option merupakan sebuah sistem yang 

digunakan untuk melakukan jual-beli dengan pilihan buy atau 

sell dalam waktu yang sudah ditentukan oleh para pengguna.4 

 
2 Ayup Suran Ningsih et al., “Upaya Peningkatan Pengetahuan Investasi 

Pada Platform Media Investasi Digital Bagi Santri Pondok Pesantren 

Asshodiqiyah Kota Semarang,” Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat 5, no. 2 (2023): 223, 
3 Ivan Jonathan Tjendra et al., “Perancangan Buku Panduan Dasar Trading 

Untuk Pemula,” Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna 1, no. 8 (2016): 2. 
4 Diskominfo, “Binary Option,” Diskominfo Kabupaten Bandung, 2022, 

https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43656-binary-option. Diakses pada 

15/01/2024 06:40 
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Trading dalam binary option memiliki jenis dan ciri yang 

berbeda dengan trading lainnya, sistem trading dalam binary 

option memiliki jangka waktu yang singkat antara 60 detik 

hingga 5 menit juga sampai beberapa jam kemudian. Sistem ini 

juga memiliki risiko kekalahan yang cukup tinggi. Platform 

quotex menggunakan sistem trading binary option memiliki 

basis kantor yang berpusat di Seychelles, Afrika Timur. Quotex 

juga memberikan kemudahan bagi para pengguna aplikasi 

tersebut dengan fitur-fitur yang mudah dipahami dan juga 

sederhana oleh sebab itu platform quotex menjadi pilihan 

banyak orang, selain itu jumlah minimum deposit sejumlah 10$ 

juga menjadi keunggulan platform tersebut dibanding platform 

lain dan juga memberikan benefit yang sangat besar sekitar 90% 

dari jumlah yang kita perdagangan pada market saat itu.5 

Kemudahan akses dan kemajuan teknologi menjadikan 

platform yang bergerak di bidang financial technology sangat 

menjadi primadona dikalangan generasi milenial maupun 

generasi tua, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa 

pengguna jasa fintech adalah usia produktif antara 25-35 tahun 

dengan cakupan 70,8%, sedangkan pada rentan usia 36-50 

tahun sebanyak 23,1%, dan juga sebanyak 6,1% pada usia 

antara 18-25 tahun.6 

 
5 Ivan Andriyenko, “Ulasan QUOTEX Tahun 2024,” Traders Union, 

2023, https://tradersunion.com/ind/brokers/binary/view/quotex/. Diakses pada 

15/01/2024 07:20 
6 Romys Binekasri, “Pengguna Fintech Mayoritas 25-30 Tahun, 

Pendapatan 5-10 Juta,” CNBC INDONESIA, 2023, 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20231106065049-17-486571/pengguna-

fintech-mayoritas-25-30-tahun-pendapatan-5-10-juta. Diakses pada 15/01/2024 

07:49 
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Setiap hal pasti memiliki dampak positif dan dampak 

negatif bagi kehidupan di masyarakat. Dalam segi positif 

kemajuan fintech sangat berdampak besar bagi kemudahan 

transaksi dalam jual-beli dan juga memberikan inovasi baru 

bagi pasar Indonesia, namun dibalik dampak positif tersebut 

juga ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dalam 

kemajuan fintech seperti maraknya korban penipuan investasi, 

pinjaman online, penyelewengan dana, ketergantungan 

terhadap internet, dan juga akan menimbulkan banyaknya 

aplikasi fintech yang bermunculan.7 

Dampak yang timbul akibat kemajuan fintech adalah 

salah satunya penipuan berkedok investasi, banyak masyarakat 

yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh oknum 

yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan kemajuan 

fintech khususnya pada platform quotex yang menjadi fokus 

pembahasan. Dikutip dari website Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bahwa sejak 

tahun 2019 hingga tahun 2023 penipuan investasi ilegal dengan 

modus perdagangan berjangka seperti binary option masih 

sangat masif penyebarannya. Pada tahun 2019 Bappebti 

melakukan pemblokiran aktivitas berupa 299 domain entitas 

ilegal. Pada tahun 2020 Bappebti memblokir 1911 domain 

entitas ilegal. Pada tahun 2021 Bappebti memblokir 1222 

domain entitas ilegal. Kemudian di tahun 2022 Bappebti 

 
7 Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga, 

“Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku 

Manajemen Keuangan Di Masyarakat,” Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, 

Organisasi Dan Bisnis 11, no. 1 (2022): 85.  
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memblokir 760 domain entitas ilegal. Dan pada tahun 2023 

Bappebti memblokir 1855 domain entitas ilegal.  

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak 2019 sampai 2023 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 

telah menghentikan sebanyak 6.047 domain entitas ilegal 

seperti binary option dan investasi ilegal lainnya.8 Masifnya 

tindak pidana penipuan investasi ilegal dan sejenisnya membuat 

masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar, dikutip dari 

laman tempo.co kerugian masyarakat akibat investasi ilegal 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebesar Rp. 139,67 

triliun rupiah.9 

Kasus penipuan berkedok investasi yang timbul di 

masyarakat menimbulkan keresahan di tengah guncangan 

ekonomi yang tidak pasti, banyak sekali masyarakat yang 

mudah tergiur dengan ajakan untuk memperoleh keuntungan 

banyak dan diperoleh dengan cara yang mudah. Sebagai contoh 

pada kasus penipuan berkedok investasi melalui platform 

quotex yang dilakukan oleh DI seorang influencer yang 

memasarkan investasi ini melalui sosial media dengan cara 

yang masif, akibatnya masyarakat dirugikan mencapai lebih 

dari Rp.24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah). 

Platform quotex merupakan wadah bagi pelaku untuk meraih 

keuntungan yang besar dengan cara mudah dan cepat, tidak 

 
8 Biro Humas Kementerian Perdagangan, “Siaran Pers,” bappebti.go.id, 

accessed March 30, 2024, https://bappebti.go.id/siaran_pers. 
9 Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, “Kerugian Akibat Investasi Bodong Pada 

2017-2023 Tembus Rp 139,67 Triliun, Begini Penjelasan OJK,” tempo.co, 2024, 

https://bisnis.tempo.co/read/1850142/kerugian-akibat-investasi-bodong-pada-

2017-2023-tembus-rp-13967-triliun-begini-penjelasan-ojk. Diakses pada 

30/03/2024 23:41 
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heran bahwa platform tersebut memberikan komisi yang sangat 

besar bagi para pelaku atau yang lebih sering dikenal dengan 

afiliator sebesar 20% dari kemenangan para member (investor), 

sedangkan apabila para member tersebut mengalami kekalahan 

maka afiliator tersebut menerima komisi sebesar 80% dari 

jumlah transaksi. Dan juga kasus IK yang juga seorang 

influencer yang juga mempromosikan melalui platform Binomo 

dalam tindakan penipuan berkedok investasi, akibatnya banyak 

korban yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku 

tersebut. Dikutip dari detiknews.com, jaksa penuntut umum 

mengatakan bahwa kerugian yang diakibatkan dari perbuatan 

IK tersebut mencapai total Rp.83.365.707.894 dengan korban 

berjumlah 114 orang.10 

Sehubungan dengan banyaknya kasus penipuan 

berkedok investasi, Indonesia sudah mengatur beberapa 

peraturan terkait tindak pidana penipuan maupun tindakan yang 

sejenis, dalam Pasal 378 KUHP dijelaskan bahwa “barang 

siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 

hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena 

penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” 

 
10 Wilda Hayatun Nufus, “Jaksa: Korban Binomo Indra Kenz 144 Orang, 

Total Kerugian Rp 83,3 M,” detiknews.com, 2022, 

https://news.detik.com/berita/d-6231006/jaksa-korban-binomo-indra-kenz-144-

orang-total-kerugian-rp-83-3-m. Diakses pada 17/01/2024 14:42 
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dan juga dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 429 yang 

berbunyi “setiap orang yang dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan 

memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu 

muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang 

supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat 

pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena 

penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

atau pidana denda paling banyak kategori V” dan juga Pasal 

28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas 

UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi 

pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam 

Transaksi Elektronik”.  

Dalam Pasal 492 KUHP menjelaskan bahwa penipuan 

adalah tindak pidana terhadap benda, kemudian dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan yakni perbuatan yang 

tidak jujur dan dengan maksud menyesatkan, mengakali dan 

mencari untung.  

Dalam Islam belum dijelaskan secara eksplisit arti 

penipuan, bisa diartikan penipuan sebagai perbuatan licik (tipu 

daya), sedangkan menurut terminologi dalam fikih jinayah 

yakni segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan guna 

mendapatkan keuntungan besar dengan cara berbohong, 
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bersumpah palsu, dan mengurangi timbangan.11 Oleh karena itu 

penipuan cenderung melakukan perbuatan bohong dan dapat 

merugikan orang lain, maka dalam Islam dapat disebut juga 

sebagai perbuatan dusta.  

Dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum 

pidana Islam memang belum dijelaskan secara eksplisit, namun 

terdapat dalam beberapa surah al-quran yang memiliki arti dan 

persamaan makna, antara lain: 

1. Surah Ali Imran ayat 77, yang berbunyi; 

كَ لََ خَلًَقَ لََمُْ  ىِٕ
ٰۤ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتََوُْنَ بعَِهْدِ اللّهِٰ وَايَْماَنِِِمْ ثََنًَا قلَِيْلًً اوُله

يُ زكَِٰيْهِمْْۖ   وَلََ  الْقِيهمَةِ  يَ وْمَ  الِيَْهِمْ  يَ نْظرُُ  وَلََ   ُ يُكَلِٰمُهُمُ اللّهٰ وَلََ  الَْهخِرةَِ  فِِ 

 وَلََمُْ عَذَابٌ الَيِْمٌ 

Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji 

Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, 

mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak 

akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka 

pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi 

mereka azab yang pedih.12 

 

 

 

 
11 Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih 

Jinayat” 4, no. 93 (2018): 257. 
12 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya, 

79. 
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2. Surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi; 

ااابِِاَآااإِلَاااٱلُْْكَّاماِاالتَِأْكُلُوا ا
نَكُمااابٱِلْبََٰطِلاِااوَتدُْلُوا  لَكُماابَ ي ْ اااأمَْوََٰ

اوَلَاااتََْكُلُوٓا 

 فَريِقًاامِ ناْاأمَْوَلاِاٱلنَّاساِابٱِلِْْثاِْاوَأنَتُماْاتَ عْلَمُوناَ
 

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan 

yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart 

aitu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat 

memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, 

padahal kamu mengetahui.13 

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada 

beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, 

salah satunya adalah hadis yang berbunyi sebagai berikut: 

 آيةَاالْمُنَافِقاثَلََث ااإِذَاااحَدَّثاَااكَذَباَاوَإِذَااوَعَداَاأَخْلَفاَاوَإِذَاااؤُْتُُِناَاخَاناَ

Dari   Abu   Hurairah, bahwa   Nabi   SAW   bersada, Tanda-

tanda   orang munafik   ada   tiga:   jika   berbicara   dia   

berdusta, jika   berjanji   dia mengingkari, dan jika diberi 

amanah dia berkhianat.” (HR. Al Bukhari)”.14 

Maraknya tindakan penipuan melalui investasi ilegal 

merupakan suatu cerminan kurang efektifnya aturan hukum dan 

pelaksanaan hukum di Indonesia. Meskipun telah terdapat 

berbagai peraturan yang mengenai tindak pidana penipuan, 

nyatanya berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di 

tengah masyarakat. Akibat dari kurang tegasnya penegakan 

 
13 Badan Diklat dan Kementerian Agama, 38. 
14 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu Wal Marjan : Mutiara Hadits 

Sahih Bukhari Dan Muslim (Jakarta: Ummul Qura, 2018), 24–25. 
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hukum dan pengawasan oleh pemerintah menjadikan banyak 

masyarakat yang terjerumus dalam kasus penipuan. 

Dengan demikian berdasarkan permasalahan yang telah 

diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi yang 

berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan 

Berkedok Investasi Skema Binary option Melalui Platform 

Quotex Perspektif Hukum Pidana Islam”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka ada beberapa permasalahan yang dapat di rumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

penipuan berkedok investasi skema binary option dalam 

hukum pidana positif? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

penipuan berkedok investasi skema binary option menurut 

perspektif hukum pidana Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku penipuan berkedok investasi skema binary option 

menurut hukum positif. 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku penipuan berkedok investasi skema binary option 

menurut perspektif hukum pidana Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas 

khazanah ilmu pengetahuan terutama pada praktik trading 

binary option dan pertanggungjawaban pidana pelaku 

penipuan berkedok investasi di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini memberikan dampak 

maupun dijadikan bahan referensi bagi para penegak 

hukum dalam mempertimbangkan hukuman yang 

berkaitan dengan penipuan berkedok investasi baik 

dari segi hukum positif dan hukum pidana Islam. 

b. Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat 

kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam 

menerima sebuah informasi yang berkaitan dengan 

investasi online. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Legalitas: Jurnal Hukum tahun 2023 yang ditulis oleh 

Ahmad Hanif, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman 

(Universitas Batanghari Jambi) yang berjudul 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi 

Platform Binary Option Dalam Perspektif Hukum 

Indonesia”.15 

 
15 Ahmad Hanif, Suzanalisa Suzanalisa, and Nuraini Zachman, 

“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary 
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Dalam penelitian tersebut berfokus pada 

pertanggungjawaban pidana seorang afiliator dalam skema 

binary option dan juga menyinggung efektivitas peran 

Bappebti dalam pengawasan perdagangan komoditi 

berjangka dan terfokus pada pembahasan pasal yang 

memungkinkan untuk dijatuhkan kepada seorang afiliator. 

Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh 

peneliti yakni membahas bagaimana pertanggungjawaban 

pidana penipuan berkedok investasi yang menggunakan 

skema binary option melalui platform quotex dalam 

perspektif hukum pidana positif yang terfokus pada 

penerapan salah satu pasal dan ditinjau dalam hukum 

pidana Islam. 

2. Jurnal Esensi Hukum vol 4 no 02 tahun 2022 yang ditulis 

oleh Abdul Kholiq (Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang berjudul 

“Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap 

Investasi Ilegal”.16  

Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang 

bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dari para 

influencer yang terlibat dalam investasi ilegal baik dalam 

mempromosikan investasi ilegal.  

Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh 

peneliti yakni membahas terkait penipuan berkedok 

 
Option Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” Legalitas: Jurnal Hukum 15, no. 1 

(2023): 47 
16 Abdul Kholiq, “Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap 

Investasi Ilegal,” Jurnal Esensi Hukum 4, no. 2 (2022): 154–70. 
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investasi yang dilakukan oleh seorang afiliator dan 

meninjau melalui hukum pidana Islam. 

3. Jurnal Consensus: Jurnal Ilmu Hukum vol 1 no 2 tahun 

2022 yang ditulis oleh Tedy Kuswoyo, Wawan Kurniawan, 

Muhammad Reza Oktariansyah, Fresky Fralesta, Septian 

Dewa Pratama, dan Kinaria Afriani (Mahasiswa Program 

Sarjana STIH Universitas Sumpah Pemuda) yang berjudul 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan 

Investasi Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana.17  

Pada pokoknya penelitian tersebut membahas 

modus-modus penipuan secara umum yang dilakukan 

melalui jaringan online dan juga membahas 

pertanggungjawaban pidana penipuan investasi online 

berdasarkan KUHP. 

Sedangkan pembahasan yang akan diteliti oleh 

peneliti yakni hanya berfokus pada penipuan berkedok 

investasi melalui skema binary option melalui platform 

quotex, dan juga menggunakan tinjauan peraturan 

perundang-undangan yang baru. 

4. Jurnal Novum: Jurnal Hukum tahun 2022 yang ditulis oleh 

Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana 

Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya 

 
17 Dkk Tedy Kuswoyo, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku 

Penipuan Investasi Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 

Consensus : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. November (2022): 1–23. 
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yang berjudul “Kategori Binary Option Sebagai Perjudian 

Berbasis Dalam Jaringan (Online).18  

Dalam penelitian tersebut terfokus membahas 

binary option sebagai kategori yang masuk dalam 

perjudian berbasis digital (online) yang dikaitkan dengan 

beberapa pendekatan yang mengarah ke praktik judi 

online. 

Sedangkan pembahasan yang akan diteliti oleh 

peneliti yakni membahas terkait pertanggungjawaban 

pidana pelaku penipuan berkedok investasi skema binary 

option tersebut. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Agus Pian (30301900016) 

Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung tahun 2022 

yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Penipuan Online Binomo”.19  

Penelitian tersebut berfokus membahas pada 

kualifikasi tindak pidana penipuan online dan juga 

mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku dalam 

sistem hukum di Indonesia.  

Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh 

peneliti yakni peneliti berfokus pada platform quotex dan 

juga membahas pertanggungjawaban pidana pelaku 

penipuan berkedok investasi dalam perspektif hukum 

pidana Islam. 

 
18 Muhammad Bagas Haidar and Rusdiana Emmilia, “Kategori Binary 

Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online),” Novum: 

Jurnal Hukum, no. In Press-Syarat SPK (13) (2022): 158–67. 
19 AGUS PIAN, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan 

Online Binomo” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022). 
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6. Skripsi yang ditulis oleh Siti Kholilah Panduri 

(11140450000058) Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul 

“Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif 

Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.20 

Dalam penelitian tersebut mengkaji bagaimana 

tindak pidana penipuan berkedok investasi ditinjau dari 

perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam 

dengan melakukan analisis putusan dengan nomor register 

152/Pid.B/2015/Pn.Kdr terkait tindak pidana penipuan. 

Sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti yakni 

membahas dari segi pertanggungjawaban pidana pelaku 

penipuan yang menggunakan skema binary option melalui 

platform quotex ditinjau dari hukum positif dan hukum 

pidana Islam menggunakan pasal-pasal terbaru dan 

relevan. 

7. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Putri Ramadhani Lubis 

(11180480000005) Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 yang berjudul 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Binary Option 

Pada Binomo”.21  

Penelitian tersebut terfokus pada pembahasan 

mengenai pertanggungjawaban oleh Binomo di Indonesia 

 
20 Siti Kholilah Parinduri, “Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi 

Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). 
21 Dewi Putri Ramadhani Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Binary Option Trading Pada Binomo” (Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2022). 
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dan juga terfokus pada pembahasan pengawasan platform 

trading binary option yang ada di Indonesia khususnya 

platform Binomo dan juga meninjau pertanggungjawaban 

pidana dalam segi hukum positif.  

Sedangkan pembahasan yang akan diteliti oleh 

peneliti melengkapi penelitian ini dengan membahas 

menggunakan peraturan perundang-undangan terbaru 

mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku tersebut dan juga ditinjau dari segi hukum 

pidana Islam, selain juga terdapat perbedaan platform yang 

akan diteliti yakni menggunakan platform quotex. 

F. Kerangka Teori 

1. Pertanggungjawaban Pidana 

a. Definisi pertanggungjawaban pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing 

disebut criminal responsibility atau teorekenbaardheid 

yang memiliki makna pemidanaan pelaku dengan 

maksud guna menentukan apakah seorang pelaku 

tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban 

pidana atas tindak pidana yang sudah dilakukan, dan 

sudah memenuhi unsur-unsur delik yang telah 

ditentukan dalam undang-undang dan dilihat dari sudut 

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seorang 

yang mampu bertanggung jawab yang dimintakan 

pertanggungjawaban.22 

 
22 M.H Dr. Fitri Wahyuni, S.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di 

Indonesia, ed. M Rizqi Azmi, Pertama (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada 

Utama, 2017), 67. 
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Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung 

jawab adalah suatu keadaan normal psikis dan keahlian 

yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu (1) 

mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat dari 

perbuatan diri sendiri. (2) mampu menginsyafi bahwa 

perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban 

masyarakat, (3) mampu untuk menentukan kehendak 

tersebut.23 

Selain kemampuan bertanggung jawab terdapat 

juga asas yang berhubungan dengan 

pertanggungjawaban pidana, yakni asas nullum 

delictum nulla poena sine praevia lege poenali atau 

yang biasa dikenal dengan asas legalitas, yang memiliki 

makna tiada hukuman tanpa suatu peraturan terlebih 

dahulu yang menyebut perbuatan tersebut sebagai suatu 

peristiwa hukum dan yang memuat suatu hukuman 

yang dapat dijatuhkan atas peristiwa hukum. Sejalan 

dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “tidak ada 

satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana 

dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan 

pidana dalam peraturan perundang-undangan yang 

telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. 

b. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai 

penentu apakah seorang tersebut dapat dimintai 

pertanggungjawaban atau tidak, dalam hal ini untuk 

 
23 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Pertama (Yogyakarta: 

DEEPUBLISH, 2018), 77. 
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mengatakan seorang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa 

unsur yang harus terpenuhi, antara lain: 

a) Adanya suatu tindak pidana 

b) Mampu bertanggung jawab 

c) Kesengajaan atau kealpaan 

d) Tidak ada alasan pemaaf 

2. Penipuan berkedok investasi 

a. Pengertian penipuan 

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah perbuatan atau perkataan 

yang tidak jujur dengan maksud untuk mencari 

keuntungan, dan menyesatkan. Dalam KUHP Pasal 492 

menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau 

kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau 

rangkaian kata bohong, menggerakan orang supaya 

menyerahkan suatu barang, dan memberi utang.24 

Dalam Islam pengertian penipuan tidak 

dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber 

hukum Islam, namun jika dilihat dari perspektif 

perbuatan dan unsur-unsur yang ada dalam penipuan 

mengarah dalam perbuatan ghulul, khianat, dan dusta. 

Oleh karena itu penipuan cenderung melakukan 

kebohongan dan merugikan orang lain ataupun dalam 

 
24 Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023). 
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Islam sama seperti dengan dusta. Dusta yakni perbuatan 

bohong dan juga perbuatan yang rendah juga 

menimbulkan kerusakan pada dirinya dan dapat 

menimbulkan kejahatan yang mendorong pada 

perbuatan dosa. Perbuatan dusta dilakukan dengan cara 

curang, mengelabui, dan mengada-ada. 25 

b. Pengertian investasi 

Investasi menurut KBBI adalah penanaman uang 

atau modal dalam suatu perusahaan ataupun suatu 

platform penyedia jasa dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan. Menurut Jogiyanto dalam 

bukunya yang berjudul Teori Portofolio dan Analisis 

Investasi menjelaskan bahwa investasi merupakan 

suatu kegiatan penundaan konsumsi sekarang untuk 

digunakan dalam jangka waktu tertentu.26 Investasi 

terbagi menjadi dua jenis, yakni investasi langsung dan 

tidak langsung. Investasi langsung seperti membeli 

aktiva keuangan yang diperjualbelikan di pasar uang, 

pasar modal, ataupun melalui platform financial 

technology, sedangkan investasi tidak langsung 

dilakukan dengan cara membeli surat berharga 

langsung dari perusahaan investasi. 

 

 

 
25 Nahda Hasibuan|, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, “Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan,” Hukum Dan Demokrasi 

(HD) 23, no. 1 (2023): 12. 
26 Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio Dan Analisis Investasi 

(Yogyakarta: BPFE, 2009), 5. 
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3. Binary option 

Binary option merupakan suatu jenis perdagangan 

yang dimana para trader membuat prediksi tentang 

pergerakan harga aset yang diperdagangkan, seperti 

saham, mata uang asing, maupun komoditas lainnya 

dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh seorang 

trader melalui platform yang digunakan.27 Singkatnya 

skema binary option adalah skema jual beli dalam pasar 

digital baik berupa mata uang asing maupun yang 

sejenisnya dengan opsi tertentu yakni buy atau sell.  

Transaksi dalam binary option dilakukan oleh trader 

yang melakukan estimasi terhadap arah jual maupun beli 

pada aset tertentu, dimana nantinya apabila trader tersebut 

berhasil menaruh posisi buy atau sell dengan tepat, maka 

trader tersebut mendapatkan keuntungan dari perdagangan 

tersebut. Saat ini transaksi binary option dilakukan melalui 

over-the-counter (OTC), OTC sendiri merupakan sebuah 

metode perdagangan dimana para trader melakukan 

pertukaran secara langsung, sistem ini terdapat dalam 

beberapa aplikasi seperti Binomo, Olymptrad, IQ Options, 

dan juga Quotex.28 

4. Hukum pidana Islam 

Hukum pidana Islam merupakan kata lain dari fiqh 

jinayah. Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yakni fikh dan 

 
27 Diskominfo, “Binary Option.” 
28 Danastri Puspitasari and Faiq Rizqi Aulia Rachim, “Binary Option 

Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia,” Jurnal Hukum Lex 

Generalis 2, no. 8 (2021): 632. 
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jinayah. Fiqh jinayah merupakan segala ketentuan hukum 

mengenai tindak pidana pidana atau tindakan kriminal 

yang dilakukan oleh seorang yang mukallaf dari hasil 

pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci baik 

bersumber dari al-quran maupun hadits.29 

Hukum pidana Islam bersumber dari al-quran, as-

sunnah, ijma’, qiyas, dan ijtihad. Hukum pidana Islam juga 

terdapat asas-asas dalam aturan hukum Islam antara lain; 

asas legalitas (principle of legality), asas tidak berlaku 

surut (the principal of non retroactivity), asas praduga tak 

bersalah, asas kesamaan didepan hukum, dan juga asas 

larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.30 

Dalam fiqh jinayah juga terdapat macam-macam 

jarimah (tindak pidana), terdapat dua bentuk jarimah yaitu 

jarimah yang dikenakan hukumannya had dan jarimah 

yang dikenakan hukuman ta’zir. Had merupakan hukuman 

yang kadarnya sudah ditetapkan oleh syariat Islam. 

Sedangkan ta’zir merupakan hukuman terhadap pelaku 

tindak pidana yang bentuk dan jenis hukumannya 

ditentukan oleh penguasa dalam hal ini hakim.31 

 
29 M.H Dr. Fitri Wahyuni, S.H, Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-

Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, ed. 

M Rizqi Azmi, Pertama (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 

3. 
30 Dr. Fitri Wahyuni, S.H, 13. 
31 Abdul Basith Junaidy et al., HUKUM PIDANA ISLAM INDONESIA, 

ed. Waryono Abdul Ghafur and Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Pertama 

(Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), 8–10. 
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G. Metode Penelitian  

Secara umum metode penelitian memiliki arti suatu 

proses atau cara yang digunakan secara spesifik guna 

menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada sebuah 

penelitian. Menurut Prof M.E. Winarno metodologi penelitian 

adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik 

yang sistematis dan teliti.32 Jadi kegunaan dari metode 

penelitian yakni supaya hal yang ingin diteliti menjadi lebih 

terstruktur dan mendapatkan data yang valid sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ingin diteliti. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka 

(library research) yang bersifat kualitatif. Library 

research merupakan penelitian yang berfokus pada 

kajian-kajian yang sifatnya tekstual, seperti buku, jurnal, 

maupun penelitian-penelitian jenis lainnya.33  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

statute approach (perundang-undangan) dan pendekatan 

comparative approach (perbandingan). Kemudian 

penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan yang berlaku seperti KUHP dan juga Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian 

 
32 Dini Silvi Purnia and Tuti Alawiyah, METODE PENELITIAN; Strategi 

Menyusun Tugas Akhir, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 25. 
33 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 208AD), 3. 
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memperbandingkan antara KUHP yang lama dengan 

KUHP yang baru. 

2. Sumber Data 

Pada umumnya penelitian yang bersifat yuridis 

normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder 

(secondary data). Disebut penelitian hukum doktrinal, 

karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan 

hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan atau 

library research, disebabkan penelitian ini lebih banyak 

dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder 

(secondary data).34 Data sekunder merupakan data yang 

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, dan hasil-hasil penelitian.35 Oleh karena itu, dalam 

penelitian hukum, data sekunder  merupakan data yang 

diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau 

penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan 

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi 

penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.36 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini 

meliputi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, baik dari Kitab Undang-

 
34 Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pertama (Mataram: Mataram 

University Press, 2020), 45. 
35 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 

207AD), 12. 
36 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, Metodologi Riset 

Hukum, Pertama (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 66. 
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Undang Hukum Pidana maupun peraturan khusus di 

luar KUHP (UU ITE) dan hukum Islam yang 

berkaitan tentang tindak pidana penipuan. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 

meliputi buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, 

dan juga kajian-kajian tentang hukum pidana Islam 

yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang 

menjadi fokus pembahasan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti 

menggunakan tahapan dalam mengumpulkan data 

berupa pengumpulan data dari studi pustaka (library 

research). Studi pustaka merupakan sebuah penelitian 

yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data 

sekunder baik berupa sumber hukum primer, sekunder, 

dan tersier. Seperti buku-buku, artikel, jurnal penelitian, 

website, peraturan perundang-undangan, dan juga 

catatan-catatan yang ada hubungannya dengan 

permasalahan dalam penelitian ini, dan menganalisa 

data-data tersebut sehingga peneliti dapat menyimpulkan 

tentang masalah yang dikaji. 

4. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses untuk 

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan 

data yang dibantu dengan teori-teori yang telah 

didapatkan sebelumnya, secara sederhana analisis data 

merupakan suatu tahapan untuk memberikan suatu telaah 
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terhadap suatu permasalahan untuk kemudian 

memberikan komentar ataupun menambahkan atas 

penelitian yang dilakukan dengan pikirannya sendiri dan 

teori yang digunakan.37 Dalam permasalahan ini peneliti 

mengungkapkan bagaimana pertanggungjawaban pidana 

pelaku penipuan berkedok investasi skema binary option 

dengan menggunakan sifat analisis deskriptif yakni 

peneliti berkeinginan memberikan gambaran atas subjek 

maupun objek penelitian sebagaimana hasil dari 

penelitian. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima 

bab, antara lain secara umumnya sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan 

gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab kedua adalah teori-teori maupun landasan tentang 

pertanggungjawaban pidana, penipuan berkedok investasi, teori 

hukum pidana Islam, dan skema binary option dalam platform 

quotex. 

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang tindak pidana 

penipuan berkedok investasi dan juga mengenai skema trading 

binary option pada platform quotex dan pertanggungjawaban 

pidana pelaku (afiliator) dalam tindak pidana tersebut. 

 
37 Nugroho, Haryani, and Farkhani, 93. 
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Bab keempat adalah analisis, dalam penelitian ini peneliti 

akan menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pidana 

pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi skema binary 

option melalui platform quotex dalam perspektif hukum pidana 

positif dan Islam. 

Bab kelima adalah penutup, pada bab ini diharapkan akan 

dapat menarik kesimpulan–kesimpulan atas apa yang telah 

dianalisis oleh peneliti. Sehingga dapat memberikan saran– 

saran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan secara teoritis 

atau akademis ataupun sekedar menambah wawasan untuk 

perorangan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Pertanggungjawaban Pidana 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing 

sering disebut criminal responsibility yang memiliki arti 

suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang 

tersangka atau terdakwa dapat dimintakan 

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah 

dilakukan. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana 

merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang 

dimiliki oleh seorang pelaku tindak pidana dan menyadari 

perbuatan yang dilakukannya.38 

Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan 

pertanggungjawaban pidana adalah celaan objektif yang ada 

pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat 

untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.39 Suatu 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun 

berkelompok dan dilakukan dengan penuh kesadaran akibat 

dari perbuatan serta melawan hukum yang berlaku, maka 

dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana 

yang telah dilakukan. 

 
38 Dr. Fitri Wahyuni, S.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, 67. 
39 Hanafi Amrani and Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana; 

Perkembangan Dan Penerapan, Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21. 
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Strafbaar feit atau tindak pidana menurut Moeljatno 

adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang 

menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh 

hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana 

maupun pertanggungjawaban pidana.40 

Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban 

atas tindak pidana yang dibuat juga harus berdasarkan pada 

kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya 

seluruh unsur tindak pidana.41 Sejalan dengan bukunya 

Roeslan Saleh yang berjudul Perbuatan Pidana dan 

Pertanggungjawaban Pidana yang menjelaskan bahwa dapat 

dipidana atau tidaknya seseorang dapat dilihat dari 

perbuatan seseorang tersebut apakah tercela atau tidak 

setelah melakukan perbuatan tersebut.42 Maksud dari 

pernyataan tercela yakni bahwa perbuatan tersebut 

merupakan suatu perbuatan yang terlarang, merujuk pada 

perbuatan tersebut apakah melawan hukum baik melawan 

hukum formil maupun hukum materiil. 

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan 

asas legalitas, karena tidak ada pertanggungjawaban pidana 

tanpa didahului dengan perbuatan pidana. Sejalan dengan 

asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali 

 
40 Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang 

Hukum, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), 48. 
41 Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka 

Teoritis,” Jurnal Hukum Positum 5, no. 2 (2020): 14. 
42 Prof. Mr. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban 

Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Ketiga (Jakarta: Aksara 

Baru, 1983), 77. 
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yang memiliki makna tiada hukuman tanpa suatu peraturan 

terlebih dahulu yang menyebut perbuatan tersebut sebagai 

suatu peristiwa hukum dan yang memuat suatu hukuman 

yang dapat dijatuhkan atas peristiwa hukum. Sejalan dengan 

Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “tidak ada satu 

perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau 

tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam 

peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum 

perbuatan dilakukan”. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut hemat 

peneliti bahwa pertanggungjawaban memiliki arti yakni 

suatu bentuk acuan untuk menentukan apakah seseorang 

yang telah melakukan tindak kejahatan (pidana) dapat 

dijatuhi hukuman sesuai perbuatan yang sudah dilakukan 

atau bahkan tidak dijatuhi hukuman atas perbuatannya 

tersebut. 

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, 

Pertanggungjawaban pidana atau disebut dengan istilah al-

mas’uliyah al-jinayah yang memiliki arti suatu pembebanan 

terhadap seseorang akibat perbuatannya yang dilakukan 

dengan kemauan sendiri dan juga mengetahui akibat dari 

perbuatan yang dilakukan.43 Pertanggungjawaban pidana 

juga mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung 

jawab atas perbuatan pidana yang telah diatur oleh nash. 

Dengan demikian seseorang yang melakukan 

perbuatan yang diatur dalam peraturan yang berlaku (nash) 

 
43 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cetakan ke (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2016), 136. 
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secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan tindak 

pidana, maka seseorang tersebut dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana. Namun sebaliknya apabila 

seseorang tersebut tidak menyadari perbuatan yang 

dilakukan (hilang akalnya) maka tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana.44 

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam doktrin an act does not make a person guilty, 

unless the mind is legally blameworthy menyebutkan bahwa 

harus terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 

memidana ataupun dimintai pertanggungjawaban pidana 

yakni perbuatan pidana (actus reus) dan terdapat juga sikap 

niat yang jahat (mens rea).45 

Menurut Roeslan Saleh terdapat beberapa unsur-

unsur yang harus terpenuhi dalam menentukan apakah 

seseorang dapat dinyatakan bersalah maupun dimintakan 

pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah 

dilakukan, antara lain yakni:46 

1. Melakukan tindak pidana 

2. Mampu bertanggung jawab 

3. Kesengajaan atau kealpaan 

4. Tidak ada alasan pemaaf 

 
44 Zakaria Syafe’i, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana 

Islam,” Al Qalam 31 (2014): 100. 
45 Mahrus Hanafi Amrani, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, 1st ed. 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21. 
46 Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua 

Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, 79. 
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Semua unsur tersebut harus terpenuhi dalam 

menentukan apakah seseorang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana atau bahkan tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawaban pidana. 

1) Melakukan Tindak Pidana 

Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan 

suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat di 

pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai 

dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun 

yang melanggar.47 

Dalam Pasal 12 KUHP tindak pidana merupakan 

perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan 

diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. 

Untuk bisa dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana 

haruslah perbuatan tersebut melawan hukum, atau 

bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu 

tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan 

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 

yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya.48 

Menurut Prof. Moeljatno sebuah tindak pidana 

harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yakni: 

 
47 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59. 
48 P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (Bandung: Armico, 

2002), 47. 
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a) Perbuatan itu harus perbuatan manusia 

b) Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan 

pidana 

c) Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-

undang 

d) Dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

e) Perbuatan tersebut harus disalahkan oleh si 

pembuat 

Pelaku tindak pidana merupakan suatu kelompok 

maupun perorangan yang melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum yang berlaku di suatu 

negara. Menurut Prof Barda Nawawi, seseorang dapat 

dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat 

dalam beberapa macam, antara lain:49 

a) Orang yang melakukan (dader plagen) 

Orang yang melakukan sendiri untuk 

melakukan tindak pidana. 

b) Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) 

Dalam melakukan sebuah tindak pidana tidak 

dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan 

bantuan orang lain untuk melakukan perbuatan 

pidana tersebut. 

c) Orang yang turut melakukan (mede plagen) 

 
49 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II (Semarang: Badan 

Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, 1993), 37. 
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Dalam hal ini melakukan tindak pidana 

secara bersama-sama. 

d) Orang yang memanfaatkan atau penyalahgunaan 

jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa 

seseorang, dan atau dengan sengaja membujuk 

seseorang melakukan tindak pidana. 

2) Mampu Bertanggung jawab 

Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk 

hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana 

yang telah memenuhi unsur-unsur yang telah 

ditentukan oleh undang-undang. Menurut Van Hamel 

mampu bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis 

dan kecerdasan yang membawa tiga kemampuan, 

antara lain yakni mampu mengerti nilai dari akibat 

perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan itu 

membawa kemaslahatan di masyarakat, dan mampu 

menentukan kehendak atas perbuatannya. Menurut E.Y 

Kanter dan S.R Sianturi dalam bukunya yang berjudul 

asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, 

seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban 

apabila seseorang tersebut dikategorikan sebagai 

seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, 

pada umumnya:50 

a) Keadaan jiwanya 

Keadaan jiwa yang dimaksud adalah suatu 

kondisi seseorang yang tidak terganggu oleh 

 
50 E.Y Kanter and S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia 

Dan Penerapannya (Jakarta: Stori Grafika, 2012), 249. 
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penyakit yang berat ataupun penyakit yang ringan, 

juga tidak cacat dalam pertumbuhannya (bisu, idiot, 

dan sebagainya), dan juga tidak memiliki kondisi 

emosional yang tidak teratur, tidak terganggu karena 

terkejut, hipnotis, dan sedang mengigau karena 

demam, dan sebagainya. 

b) Kemampuan jiwanya 

Seseorang yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban antara lain kemampuan 

jiwanya masih teratur, seperti dapat menginsyafi 

dari tindakannya, dapat menentukan kehendak atas 

tindakannya tersebut, dan juga dapat mengetahui 

bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan 

perbuatan yang tercela ataupun melanggar hukum. 

Dalam kemampuan bertanggung jawab 

terdapat dua faktor penting, yakni faktor akal dan 

faktor kejiwaan. Dua faktor tersebut sangat 

berpengaruh terkait tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang yang melakukan tindak pidana. Dimana 

faktor akal mempengaruhi seseorang dapat 

mengetahui mana perbuatan yang diperbolehkan 

oleh hukum dan perbuatan yang dilanggar oleh 

hukum, kemudian faktor kejiwaan yang menentukan 

seseorang apakah dalam melakukan sesuatu 

berdasarkan kesadarannya ataupun tidak dengan 

kesadaran. 
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3) Kesengajaan atau kealpaan 

Kesengajaan atau dolus merupakan bagian dari 

kesalahan. Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku 

dalam melakukan suatu tindak pidana memiliki 

hubungan yang sangat erat terhadap perbuatan tindak 

pidana dibandingkan kealpaan (culpa). Sengaja 

diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan 

keadaan sadar dan mengetahui apa yang diperbuat dan 

apa yang timbul dari tindakan tersebut. 

Dalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana 

(doktrin) terdapat dua teori kesengajaan, antara lain:51 

a) Teori kehendak (wilstheorie), dalam teori ini 

seseorang dianggap sengaja melakukan suatu 

tindak pidana apabila seseorang tersebut 

menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut. 

Dengan demikian seseorang dapat dikatakan 

sengaja melakukan suatu tindak pidana apabila 

di dalam dirinya terdapat kehendak untuk 

melakukan perbuatan tersebut. 

b) Teori pengetahuan atau membayangkan 

(voorstelling-theorie), dalam teori ini, sengaja 

berarti sudah memprediksi akibat dari 

munculnya perbuatan yang dilakukannya. 

Seseorang tidak bisa menghendaki akibat dari 

suatu perbuatan, melainkan hanya bisa 

 
51 Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, “Sengaja Dan Tidak Sengaja 

Dalam Hukum Pidana Indonesia,” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 7 (2020): 79–

80. 
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memprediksi ataupun membayangkan akibat 

dari perbuatan yang telah diperbuat. 

Pada doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan 

atau dolus terdapat beberapa macam jenis kesengajaan, 

yakni:52 

a) Dolus Determinatur, yakni kesengajaan yang 

ditujukan kepada objek tertentu. 

b) Dolus Indeterminatus, yakni kesengajaan yang 

tidak ditujukan kepada objek tertentu, melainkan 

kepada sembarang objek. 

c) Dolus Generalis, yakni kesengajaan umum yang 

merugikan kepentingan umum. 

d) Weberse Dolus Generalis, yakni kesengajaan yang 

tertuju kepada objek tertentu, tetapi untuk 

mencapai tujuan tersebut harus dilakukan banyak 

perbuatan. 

e) Dolus Indirectus, yakni kesengajaan terhadap 

suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat 

yang sebenarnya bukan merupakan kehendak atau 

tujuan pelaku. 

f) Dolus Premidiatus, yakni kesengajaan yang 

direncanakan terlebih dahulu. 

g) Dolus Repentius/Dolus Impetus, yakni 

kesengajaan yang timbul dengan serta merta. 

 
52 Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: 

Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Deskriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), 31. 
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h) Dolus Formel, yakni kesengajaan yang ditujukan 

kepada suatu perbuatan. 

i) Dolus Materiil, yaitu kesengajaan yang ditujukan 

kepada suatu akibat ataupun suatu keadaan. 

Sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) KUHP 

Baru yang berbunyi: 

(1) Setiap orang hanya dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang 

dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. 

(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak 

pidana yang dilakukan dengan sengaja, 

sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena 

kealpaan dapat dipidana jika secara tegas 

ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. 

Selain kesangajaan, terdapat juga kelalaian atau 

kealpaan. Kealpaan merupakan suatu hal yang 

dianggap lebih ringan daripada tindakan sengaja. 

Perbedaan antara “kesengajaan” dan “kealpaan” yakni 

jika kesengajaan merupakan perbuatan yang 

dikehendaki, sedangkan kealpaan tidak dikehendaki. 

Menurut Simons, kealpaan (culpa) merupakan suatu 

tindakan yang tidak hati-hati dalam melakukan suatu 

perbuatan sehingga tidak mengetahui akibat dari yang 

muncul atas perbuatan tersebut. 

Pada intinya, culpa atau kealpaan merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang kurang 

cermat berpikir, kurang pengetahuan, dan juga 

bertindak kurang terarah. Menurut Van Hamel 
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menyatakan bahwa kealpaan (culpa) mengandung dua 

syarat, yakni:53 

a) Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana 

diharuskan oleh hukum. 

b) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana 

diharuskan oleh hukum. 

Kemudian menurut Pompe, unsur-unsur kealpan 

(culpa) antara lain: 

a) Pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari 

perbuatannya. 

b) Pelaku sebelumya sudah melihat atau mengetahui 

kemungkinan akan terjadi suatu hal dari 

perbuatannya. 

c) Pelaku sebelumnya dapat melihat kemungkinan 

akan terjadi akibat perbuatannya. 

4) Tidak ada alasan pemaaf 

Tidak adanya alasan pemaaf merupakan salah 

satu syarat dari adanya pertanggungjawaban pidana. 

Bahwa alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang 

menghapuskan kesalahan dari seseorang yang 

melakukan tindak pidana, jadi tidak ada alasan pemaaf 

berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan 

kesalahan dari seseorang tersebut. 

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang 

menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan 

 
53 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008, 217. 
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hukum, tetapi tidak dipidana karena tidak ada 

kesalahan.54 

Dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana Baru terdapat beberapa kriteria 

golongan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf 

dalam melakukan perbuatan tindak pidana, antara lain: 

a) Pelaku tindak pidana belum berumur 12 (dua 

belas) tahun. 

b) Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; 

ataupun dipaksa karena adanya ancaman, tekanan, 

yang tidak dapat dihindari. 

c) Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa 

akibat serangan ataupun ancaman terhadap 

dirinya. 

Dengan demikian, hal-hal yang dapat 

membatalkan adanya alasan pemaaf yakni semua 

perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang 

yang tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan 

dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 KUHP. 

Kemudian seseorang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana atas dirinya selain terbukti 

melakukan tindak pidana, dan juga telah terpenuhinya 

seluruh alat bukti dalam hukum beracara pidana, yakni 

diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP seperti; 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 

keterangan terdakwa. Kemudian untuk mengejar 

 
54 Moeljatno, 149. 



40 
 

 

ketertinggalan KUHAP dikarenakan belum mengikuti 

perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat 

bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah maka 

dikeluarkanlah UU No 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang tercantum 

dalam Pasal 5 undang-undang tersebut. 

Dalam syariat Islam, pertanggungjawaban pidana 

dapat ditegakkan atas tiga hal, yakni:55 

1. Adanya perbuatan yang dilarang 

2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri 

3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat dari 

perbuatannya tersebut. 

Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi maka dapat 

dimintakan pertanggungjawaban kepada seseorang atas 

tindakannya, kemudian apabila tidak terpenuhi maka tidak 

dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya 

demikian juga orang gila, anak dibawah umur, dan orang 

yang dipaksa melakukan sesuatu tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana. 

Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana, 

hukum Islam hanya menghukum orang yang masih hidup 

dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak 

dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada orang 

dewasa jika belum baligh. 

 
55 Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 136. 
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Pengertian tanggung jawab didasarkan pada dua hal, 

yaitu kekuatan pikiran (iradah) dan kekuatan pilihan 

(ikhtiar). Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan 

pikiran, karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang 

sebenarnya adalah pikiran (akal). Sebabnya adalah tanggung 

jawab hukum dan hukum yang menyertainya, sehingga 

ukuran tanggung jawab adalah kemampuan berpikir (idrak) 

dan pilihan orang tersebut.56 

Seorang yang bertanggung jawab atas tindak pidana 

yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, 

bukan orang lain. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-

Fatir ayat 18 yang berbunyi: 

اوَلَاااتَزرِاُااوَازرِةَ اااوِ زْراَاااخُْرَٰى اااوَاِناْااتَدعْاُاامُثْ قَلَة ااااِلَٰاااحِِْلِهَااالَااايُُْمَلاْ

 مِنْهاُاشَيْء ااوَّلَواْااكَاناَاذَاااقُ رْبَٰ ا
Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 

lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa 

yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk 

memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit 

pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum 

kerabatnya.57 

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam 

syariat Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan yang 

sengaja dan yang diharamkan oleh syara’, serta tidak 

 
56 Muhammad Nur Nurdin, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana 

Islam (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 49. 
57 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya, 

629. 
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dikenakan terhadap kekeliruan. Berdasarkan firman Allah 

SWT Q.S. Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi: 

اوَليَْساَااعَلَيْكُماْااجُنَاح ااافِيمَاآااأَخْطأَْتاُاابهِِۦااوَلََٰكِناامَّاااتَ عَمَّدَتاْ

 قُ لُوبُكُماْاۚاوكََاناَاٱللَّّاُاغَفُوراًارَّحِيمًا
Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, 

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 

hatimu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.58 

Dasar mengenai adanya pembebanan hukum (taklif) 

terhadap mukallaf adalah akal dan pemahaman, seorang 

mukallaf dapat dibebani hukum apabila telah berakal dan 

dapat memahami taklif yang ditujukan kepadanya.59 Oleh 

karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai 

pembebanan hukum (taklif) karena mereka dianggap tidak 

dapat memahami makna dari pembebanan hukum tersebut. 

Dengan demikian, syarat dikenai taklif yakni, pertama 

harus memahami dalil-dalil taklif dan telah memiliki 

kecakapan hukum.60 

a. Mampu memahami dalil-dalil taklif 

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil taklif  

hanya bisa dipahami oleh seorang yang memiliki akal 

dan memiliki pemahaman yang kuat. Maka syar’i telah 

 
58 Badan Diklat dan Kementerian Agama, 603. 
59 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, ed. Maman Abd. Djaliel (Bandung: 

Pustaka Setia, 2007), 335. 
60 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 

2003), 356–57. 
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menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas 

dan berpatokan yakni sifat baligh. 

b. Telah mempunyai kecakapan hukum (ahliyyah) 

Ahliyyah adalah kesanggupan seseorang untuk 

memperoleh hak yang diberikan kepadanya atau 

memenuhi kewajiban memenuhi hak orang lain yang 

dipercayakan kepadanya atau dianggap sah menurut 

syara' perbuatannya.61 

Dari apa yang telah ditunjukkan dapat diketahui 

bahwa semua orang mempunyai kapasitas hukum untuk 

memperoleh hak dan kewajiban (Ahliyyah al-Wujub), 

namun tidak semua orang dianggap kompeten untuk berbuat 

secara hukum (Ahliyyah al-'Ada). Oleh karena itu seseorang 

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia 

mempunyai kedua-duanya secara sempurna, dalam keadaan 

demikian orang tersebut dapat disebut mukallaf. 

B. Penipuan Berkedok Investasi 

1. Teori Tindak Pidana Penipuan 

Penipuan merupakan fenomena yang kerap kali 

dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Dewasa ini 

tindak pidana penipuan khususnya yang berkedok investasi 

masih sangat masif terjadi di masyarakat, baik kelas 

menengah ke bawah maupun menengah ke atas kerap kali 

 
61 Zakiah Darajat, Ilmu Fiqih Jilid II (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 

1995), 9. 
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juga menjadi sasaran perbuatan penipuan berkedok 

investasi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

mendefinisikan bahwa penipuan merupakan suatu proses 

ataupun cara untuk melakukan perbuatan tidak jujur dengan 

maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Sedangkan 

dalam Bab XVIII Pasal 492 KUHP Baru penipuan memiliki 

arti bahwa setiap orang yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum dengan memakai nama palsu maupun kedudukan 

palsu, juga menggunakan tipu muslihat disebut juga 

penipuan. 

Menurut R. Sugandhi penipuan merupakan tindakan 

seseorang dengan tipu muslihat menggunakan kebohongan, 

nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian 

kebohongan tersebut disusun sedemikian rupa guna 

menceritakan bahwa seakan-akan cerita tersebut benar.62 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penipuan merupakan suatu tindakan yang 

merugikan yang dilakukan oleh seseorang maupun 

berkelompok dengan maksud mencari keuntungan dengan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun dengan 

menggunakan jabatan. 

Kejahatan penipuan adalah suatu bentuk kejahatan 

yang digolongkan pada kejahatan terhadap harta benda, 

 
62 R. Sugandhi, KUHP Dan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 

1980), 396. 
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yang mana pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan 

cara yang bersifat menipu ataupun dengan tipu muslihat. 

Dalam KUHP BAB XXVII Pasal 492 juga menegaskan 

bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan 

diancam dengan sanksi pidana. 

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana 

penipuan belum diatur secara eksplisit dalam al-quran 

maupun sunnah. Apabila dilihat dari perbuatan dan unsur 

yang terdapat dalam penipuan, maka bisa didekatkan kepada 

suatu perbuatan yang sudah diatur dalam Islam, yakni: 

ghulul, dusta, dan khianat. Oleh karena itu tindak pidana 

penipuan secara umum bisa didekatkan dengan kebohongan 

(dusta) karena dapat merugikan orang lain.63 

Dusta adalah suatu perbuatan bohong yang 

menimbulkan kerusakan pada dirinya dan dapat 

menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan 

dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. 

Dasar hukum seseorang yang melakukan penipuan 

(dusta) terdapat dalam Q.S. Al-Imran ayat 77 yang berbunyi. 

كَ لََ خَلًَقَ    ىِٕ
ٰۤ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتََوُْنَ بعَِهْدِ اللّهِٰ وَايَْماَنِِِمْ ثََنًَا قلَِيْلًً اوُله

ُ وَلََ يَ نْظرُُ الِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيهمَةِ وَلََ  لََمُْ فِِ الَْهخِرةَِ وَلََ يُكَلِٰمُهُمُ اللّهٰ

 يُ زكَِٰيْهِمْْۖ وَلََمُْ عَذَابٌ الَيِْمٌ 

 
63 Hasibuan|, Panjaitan, and Sativa, “Tinjauan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Tindak Pidana Penipuan.” 12 
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Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan 

janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga 

murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di 

akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan 

memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak 

akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang 

pedih.64 

Kemudian dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang 

berbunyi. 

ااابِِاَآااإِلَاااٱلُْْكَّاماِ
نَكُماابٱِلْبََٰطِلاِااوَتُدْلُوا  لَكُماابَ ي ْ اااأمَْوََٰ

اوَلَاااتََْكُلُوٓا 

ثاِْاوَأنَتُماْاتَ عْلَمُوناَ لاِاٱلنَّاساِابٱِلِْْ ااافَريِقًاامِ ناْاأمَْوََٰ
 لتَِأْكُلُوا 

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan 

jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud 

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain 

itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.65 

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, 

membelanjakan harta orang lain secara tidak adil atau haram 

tidak diperbolehkan dan jelas merupakan dosa. Terkait juga 

dengan tindak pidana penipuan ini adalah hukum Islam 

melarang terjadinya tindak pidana penipuan dengan 

mengatakan bahwa haram menggunakan harta yang 

diperoleh dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam 

Islam. 

 
64 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya, 

79. 
65 Badan Diklat dan Kementerian Agama, 38. 
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Kemudian dalam Q.S. An-Nisa ayat 145 yang 

berbunyi. 

 اِنَّ الْمُنهفِقِيَْْ فِِ الدَّرْكِ الََْسْفَلِ مِنَ النَّارِِۚ وَلَنْ تََِدَ لََمُْ نَصِيْْاً  
Sesungguhnya orang-orang munafik itu 

(ditempatkan) di tingkat paling bawah dari neraka. 

Kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun 

bagi mereka.66 

Ayat di atas memberikan penilaian bahwa orang 

munafik lebih berbahaya dibandingkan orang kafir. Jika 

penyitaan harta benda atau perampokan diancam dengan 

hukuman bagi orang kafir yaitu hukuman mati, maka 

hukuman bagi orang munafik minimal sama dengan 

hukuman bagi perampok.67 

Selain tercantum dalam al-quran, terdapat juga 

beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana 

penipuan, antara lain. 

a. Dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhari yang berbunyi. 

اآيةَااالْمُنَافِقااثَلََث اااإِذَاااحَدَّثاَااكَذَباَااوَإِذَاااوَعَداَااأَخْلَفاَااوَإِذَاا

 اؤُْتُُِناَاخَاناَ

 
66 Badan Diklat dan Kementerian Agama, 136. 
67 Abd Manab, “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 

Penipuan Di Media Elektronik,” Asa 4, no. 1 (2022): 43. 
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“tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu (1) ketika 

berbicara ia dusta, (2) ketika berjanji ia mengingkari, 

dan (3) ketika ia diberi amanat ia berkhianat.”.68 

b. Dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda;  

  ِِ الَ :  , قَ - صلى اللة عليه وسلم –عَنْ عَبْدِ اللة, عَنْ انبِٰ

 نٍ لًَ فُ  ة  رِ دْ غَ  هِ ذِ هَ  الُ قَ وْمَ القِيامَةِ يي َ لكُلِٰ غَا دِرٍ لوَا ءٌ  
Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: Setiap penipu 

mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu 

dikatakan, “ini adalah penipuan (yang) dilakukan 

oleh si fulan”.69 

Berdasarkan pemaparan di atas, tindak pidana 

penipuan belum dijelaskan secara eksplisit baik di dalam al-

quran maupun sunnah, maka sanksi (uqubah) yang 

dijatuhkan kepada pelaku tersebut adalah hukuman jarimah 

ta’zir. Sehingga sanksi (uqubah) tindak pidana penipuan 

dikembalikan kepada ijtihad manusia atau dalam hal ini ulil 

amri yang memiliki kewenangan, agar dapat menciptakan 

kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan 

tempat.70 

Tindak pidana penipuan berkedok investasi skema 

binary option erat kaitannya dengan kejahatan transaksional, 

 
68 Baqi, Al-Lu’lu Wal Marjan : Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan 

Muslim, 24–25. 
69 Imam AD-Darimi, Sunan Ad-Darimi, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2007), 566,  
70 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, 1st ed. (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1975), 86. 
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dengan demikian hal-hal yang dilarang dalam transaksional 

pada hukum Islam antara lain, yaitu: 

1. Haram Zatnya (objek transaksinya) 

Suatu transaksi dilarang karena objeknya dilarang 

dalam hukum Islam seperti memperjualbelikan alkohol, 

bangkai, narkotika, dan segala sesuatu yang diharamkan 

dalam syariat Islam. 

2. Haram selain zatnya (cara bertransaksinya) 

a. Tadlis 

Tadlis memiliki arti menyembunyikan 

kecacatan ataupun menutup-tutupi kekurangan suatu 

barang yang dijual oleh seorang penjual baik dari segi 

kuantitas maupun kualitasnya.71 Tadlis merupakan 

suatu praktik jual beli yang mengandung suatu hal 

yang tidak diketahui oleh salah satu pihak dalam 

transaksi tersebut, dalam hal ekonomi Islam 

perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan 

tidak adanya informasi yang disampaikan kepada 

salah satu pihak. Seperti contoh memasang penutup 

(stiker) di salah satu bagian sepeda motor yang rusak 

supaya tidak terlihat cacat pada sepeda motor 

tersebut, kecuali diberitahukan terlebih dahulu. 

Adapun dasar hukum atas dilarangnya 

perbuatan tadlis terdapat dalam Q.S. Al-An’am ayat 

152 yang berbunyi: 

 
71 Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, Cet.1 (Yogyakarta: 

Total Media, 2009), 247. 
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إِلََّ  نَ فْسًا  نُكَلِٰفُ  لََ  بٱِلْقِسْطِ ْۖ  وَٱلْمِيزاَنَ  ٱلْكَيْلَ  وَأوَْفوُا۟ 
    وُسْعَهَا

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 

dengan adil. Kami tidak membebani seseorang 

melainkan menurut kesanggupannya.72 

Kemudian dalam Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-3 

yang berbunyi: 

ا نَ  للِْٰمُطفَِٰفِي ْ النَّاسِ ا  (١)وَيْلٌ  عَلَى  اكْتَالُوْا  اِذَا  لَّذِيْنَ 
 يَسْتَ وْفُ وْن
ْۖ
 وَاِذَا كَالُوْهُمْ اوَْ وَّزنَُ وْهُمْ يُُْسِرُوْن (٢َ)

 
(َ٣) 

Celakalah orang-orang yang curang (dalam 

menakar dan menimbang)(1). (mereka adalah) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari 

orang lain, mereka minta dipenuhi(2). 

(Sebaliknya) apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.73 

b. Maysir 

Maysir merupakan suatu bentuk perpindahan 

harta ataupun barang dari satu pihak ke pihak lain 

dalam bentuk permainan, yang dimana salah satu 

pihak tersebut mendapatkan keuntungan (menang) 

dari harta tersebut, dan satu pihak lainnya mengalami 

kekalahan (rugi). Maysir erat kaitannya dengan 

perbuatan judi, yang dimana judi memiliki pengertian 

suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk 

 
72 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya, 

202. 
73 Badan Diklat dan Kementerian Agama, 881–82. 



51 
 

 

kepemilikan atas suatu benda atau jasa yang 

menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain 

dengan cara melalui suatu permainan.74 Seperti 

contoh seperti bermain kartu, tetapi dalam permainan 

tersebut terdapat perjanjian bahwa yang kalah harus 

membayar uang sebesar kesepakatan yang sudah 

dibuat. 

Adapun dasar hukum tidak diperbolehkannya 

perbuatan maysir atau perjudian terdapat dalam Q.S. 

Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi: 

يَسْألَُونَكَ عَنِ الْْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ ْۖ قُلْ فِيهِمَا إِثٌْْ كَبِيٌْ وَمَنَافِعُ  
 ا اللِنَّاسِ وَإِثَْهُُمَا أَكْبََُ مِنْ نَ فْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) 

tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada 

keduanya terdapat dosa besar dan beberapa 

manfaat bagi manusia, (akan tetapi) dosa keduanya 

lebih besar dari manfaatnya.75 

c. Gharar 

Gharar merupakan suatu transaksi yang 

objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, 

dan tidak dapat diberikan secara langsung pada saat 

transaksi sehingga menimbulkan ketidakpastian dan 

dapat merugikan salahsatu pihak yang melakukan 

transaksi tersebut. Menurut Wahbah al-Zuhaili, 

 
74 Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam 

Ekonomi Syariah,” Jurnal Keabadian 3, no. 2 (2021): 28. 
75 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya, 

46. 
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gharar adalah penampilan yang menimbulkan 

kerusakan atas sesuatu yang tampaknya 

menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan 

kebencian.76 Seperti contoh ketika melakukan jual 

beli hewan yang masih dalam kandungan, kemudian 

membeli hasil sebuah pohon yang masih belum 

panen. Kedua contoh transaksi tersebut akan 

menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. 

Kemudian dasar hukum tidak 

diperbolehkannya melakukan transaksi dalam bentuk 

gharar terdapat dalam sebuah hadis shahih yang 

diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi: 

 نْ عَ وَ   اةِ صَ الَْ   عِ يْ ب َ   نْ عَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللِ لَّ صَ   اللِ   نَِىَ رَسُوْلُ 
 رِ رَ غَ الْ   عِ يْ ب َ 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. 

(HR. Muslim)77 

d. Riba 

Riba secara bahasa bermakna ziyadah 

(tambahan), yang berarti juga tumbuh dan membesar. 

Riba secara terminologi menurut al-Shabuni yang 

dikutip dari Jurnal penelitian yang berjudul Konsep 

Riba Dalam Al-Quran karya Abdul Ghofur 

menerangkan bahwa riba adalah tambahan yang 

 
76 Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam 

Ekonomi Syariah,” 29. 
77 HR. Muslim, Kitab Al-Buyu Bab: Buthlan Al-Hashah Wal Bai Alladzi 

Fihi Gharar, n.d., 1513. 
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berikan kepada orang yang berhutang sebagai 

penjamin dari masa pinjaman.78 Dengan demikian 

riba memiliki makna yakni suatu penambahan dalam 

suatu akad jual beli ataupun utang piutang yang 

diambil secara batil dan bertentangan dengan prinsip 

Islam. Seperti contoh memberikan pinjaman hutang 

kepada seseorang tetapi memberikan tambahan 

jumlah nominal yang harus dikembalikan. 

Dasar hukum tidak diperbolehkannya praktik 

riba dalam kehidupan sehari-hari terdapat dalam 

beberapa ayat al-quran, yakni terdapat dalam Q.S. Al-

Baqarah ayat 278 yang berbunyi: 

بقَِىَ   مَا  وَذَرُوا۟   َ ٱت َّقُوا۟ ٱللَّّ ءَامَنُوا۟  ٱلَّذِينَ  يَ  هَا  إِن  يَهَأ ٱلربَِٰ وهأا۟  مِنَ 
 كُنتُم م ؤْمِنِيَْ 

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 

dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.79 

Kemudian juga terdapat dalam Q.S. Al-Imran 

ayat 130 yang berbunyi: 
عَفَةً ْۖ وَٱت َّقُوا۟   فًا م ضهَ يَ  هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لََ تََْكُلُوا۟ ٱلربَِٰ وهأا۟ أَضْعهَ يَهَأ

َ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ   ٱللَّّ

 
78 Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an,” Economica: Jurnal 

Ekonomi Islam 7, no. 1 (2016): 5. 
79 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya, 

62. 
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.80 

Tindak pidana penipuan jika dilihat dari segi 

transaksional juga terdapat cacat hukum, dikarenakan tidak 

memenuhi rukun dalam jual beli. Menurut para jumhur 

ulama rukun jual beli terdiri adi akid (penjual dan pembeli), 

ma’qud alaih (harga dan objek), serta sighat (ijab qabul).81 

Dalam hal ini telah mengesampingkan rukun dalam jual beli 

yakni tidak adanya akad (ijab kabul) yang jelas, tidak 

jelasnya orang yang berakad, dan juga tidak adanya objek 

akad yang jelas. Oleh sebab itu tindak pidana penipuan juga 

memiliki cacat hukum jika ditelaah dalam pembahasan fiqh 

muamalah.82 

2. Maqashid Syariah dan Kaitannya Dengan Tindak 

Pidana Penipuan Investasi 

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid 

dan al-shariah. Maqasid merupakan bentuk jamak dari kata 

maqsid yang memiliki arti “tempat yang dituju atau 

dimaksudkan”, kemudian al-shariah memiliki makna secara 

etimologi merupakan “aturan-aturan yang telah disyariatkan 

Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal 

 
80 Badan Diklat dan Kementerian Agama, 89. 
81 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 73. 
82 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 70. 
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pebuatan (amaliyah).83 Sementara Wahbah Zuhaili 

memberikan definisi maqashid al-shariah merupakan suatu 

makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara’ 

dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya.84 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

maqashid shariah merupakan kandungan nilai yang menjadi 

tujuan pensyariatan hukum atau tujuan yang hendak dicapai 

dari suatu penetapan hukum. 

Secara prinsip jika dilihat dari pengaruhnya dalam 

kehidupan manusia dan pengaruhnya terhadap hukum, maka 

maqashid shariah terbagi menjadi tiga bagian yaitu 

kebutuhan al-dharuriyat, kebutuhan al-hajiyat, dan 

kebutuhan al-tahsiniyat.85 

a) Daruriyat, yakni kebutuhan yang bersifat primer, yakni 

kehidupan manusia sangat tergantung pada aspek ini. 

Baik aspek diniyyah (agama) maupun aspek duniawi, 

hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat 

ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika aspek 

tersebut tidak ada, maka kehidupan manusia di dunia 

akan menjadi hancur dan juga kehidupan akhirat 

menjadi rusak (mendapat siksa). 

 
83 Dr. Abdul Helim, Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep 

Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam, Pertama (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2019), 7. 
84 Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” 

Majalah Ilmiah Sultan Agung 44, no. 118 (1970): 119. 
85 Dr. Ahmad Junaidi, Maqasid Al-Shari’ah (Dalam Kajian Hukum Islam), 
ed. Dr. Muhammad Faisol S.S M.Ag (Depok: Pena Salsabila, 2021), 55. 
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b) Hajiyat, merupakan sebuah kebutuhan sekunder yang 

diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam 

kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun 

kesempitan. 

c) Tahsiniyat, merupakan tuntutan muru’ah (moral), dan 

jika itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. 

Jika aspek ini tidak ada, maka tidak sampai merusak 

ataupun menyulitkan hidup manusia. 

Dalam maqasid shariah terdapat lima unsur pokok 

atau yang disebut usul al-khamsah yang merupakan bagian 

dari kebutuhan daruriyat, sehingga memelihara kelima 

unsur tersebut merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh 

manusia, yaitu:86 

a) Menjaga agama (hifz diin) 

Agama merupakan kebutuhan manusia 

terpenting yang harus dipenuhi, karena agamalah yang 

dapat menyentuh hati nurani manusia, Allah juga 

memerintahkan manusia untuk terus menjaga imannya 

sesuai bunyi Q.S Al-Syura ayat 13 yang berbunyi: 

 اقَِيْمُوا الدِٰيْنَ وَلََ تَ تَ فَرَّقُ وْا فِيْهِ  
Tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan 

janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. 

Agama haruslah dipelihara, karena agama 

merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah 

yang disyariatkan Allah untuk mengatur hubungan 

 
86 Helim, Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan 

Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam, 24. 
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manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar 

sesamanya. 

b) Memelihara jiwa (hifz nafs) 

Dalam Islam mensyariatkan memelihara jiwa 

agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan 

terpenuhinya seperti makanan pokok, minuman, 

pakaian, dan juga tempat tinggal. 

c) Memelihara akal (hifz aql) 

Akal merupakan bagian terpenting dalam tubuh 

manusia, dengan akal tersebut manusia dapat 

membedakan, merasakan, dan mengetahui segala 

sesuatu yang dapat dijangkaunya, baik sesuatu yang ada 

dalam dirinya maupun sesuatu yang ada pada luar 

dirinya. Hal inilah yang membuat adanya akal menjadi 

peran penting dalam tubuh manusia. Salah satu contoh 

penerapan pemeliharaan akal dengan belajar untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan. 

d) Memelihara keturunan (hifz nasl) 

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap 

orang. Oleh karena itu, keturunan merupakan suatu 

kehormatan (al-'rḍ) bagi setiap orang, dan karena 

kedudukan keturunan tersebut maka Islam sangat 

berhati-hati agar keturunan yang dilahirkan berasal dari 

hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan 

negara. Itulah sebabnya Islam mengharamkan zina 

demi mempertahankan keturunan. 
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e) Memelihara harta (hifz mal) 

Memelihara (menjaga) harta: Harta merupakan 

salah satu sebab manusia dapat bertahan hidup di dunia. 

Oleh sebab itu syariat mewajibkan agar menghasilkan 

harta, dan berusaha mendapatkan harta. Syari’at juga 

memperbolehkan untuk melakukan muamalah di antara 

manusia dengan cara jual beli, sewa, dan lain-lain untuk 

memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka 

diharamkan mencuri, menipu, dan berkhianat atas harta 

tersebut. 

Kemudian apabila dilihat dari sebuah kasus tindak 

pidana penipuan berkedok investasi, maka seseorang 

wajiblah menghormati ataupun melaksanakan dari 

penerapan hifz mal yang sudah diatur dalam prinsip-prinsip 

maqasid shariah. 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 

Tindak pidana penipuan diatur dalam BAB XXVII 

KUHP tentang tindak pidana perbuatan curang yang diatur 

dalam beberapa pasal dimulai dari Pasal 492 sampai dengan 

Pasal 510 KUHP Baru. 

Adapun unsur-unsur perbuatan tindak pidana 

penipuan di dalam KUHP terdapat pada Pasal 492 Baru 

yakni: 

a) Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara dengan melawan hukum. 

Keuntungan yang dimaksud yakni suatu tujuan 

yang dikehendaki oleh pelaku dengan jalan melawan 
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hukum supaya hal yang di maksud dapat terpenuhi 

sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang ataupun 

kelompok. 

b) Menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak 

penipuan (tipu muslihat, berbohong, kedudukan palsu, 

dan menggunakan nama palsu). 

Pelaku tindak penipuan harus memiliki instrumen 

pendukung dalam meyakinkan ataupun dapat 

menggerakan seseorang supaya dapat menyerahkan 

ataupun memberikan barang maupun harta yang dimiliki, 

Adapun instrumen tersebut antara lain: 

1) Menggunakan nama palsu 

Seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan 

biasanya menggunakan nama palsu yang memiliki 

daya tarik untuk meyakinkan target yang sudah 

dituju, biasanya seseorang yang memiliki jabatan 

yang tinggi ataupun memiliki pengaruh yang besar. 

2) Tipu muslihat 

Tipu muslihat merupakan tindakan yang dilakukan 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan keyakinan 

ataupun kepercayaan pada kebenaran suatu hal 

kepada orang lain, bukan hanya sekedar kata-kata 

tetapi melainkan tindakan yang nyata. 

3) Rangkaian kebohongan 

Rangkaian kebohongan suatu instrumen tambahan 

supaya seseorang dapat lebih percaya atas ucapan 

maupun tipu muslihat yang dilakukan, Dimana 
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rangkaian kebohongan harus dibuat dengan narasi 

yang masuk akal dan juga konsisten. 

c) Membujuk seseorang untuk melakukan penyerahan suatu 

barang, memberi utang, ataupun menghapus piutang. 

Membujuk ataupun menggerakan seseorang guna 

melakukan penyerahan suatu barang, maupun 

memberikan untang ataupun menghapus piutang dengan 

maksud menguntungkan pribadi dan dilakukan dengan 

cara melawan hukum yang berlaku dapat dikatakan 

sebagai tindak pidana penipuan. 

Kemudian dalam Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 

2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

juga menyebutkan tentang unsur-unsur tindak pidana 

penipuan yang khususnya dilakukan dalam transaksi 

elektronik. 

a. Unsur objektif, maksud dari unsur objektif yakni suatu 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

melawan hukum.87 

1. Perbuatan mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan 

2. Yang disebarkan merupakan pemberitahuan 

bohong atau informasi yang menyesatkan 

3. Menimbulkan kerugian bagi konsumen. 

 
87 Fikri Fathurrachman and Dian Alan Setiawan, “Pertanggungjawaban 

Pidana Bagi Pelaku Affiliator Terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau 

Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Bandung Conference Series: 

Law Studies 2, no. 2 (2022): 1015.  
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b. Unsur subjektif, merupakan unsur-unsur yang melekat 

pada diri pelaku yang terkandung di dalam hatinya.88 

1. Unsur kesalahan, yakni dengan sengaja 

mendistribusikan atau mentransmisikan 

pemberitahuan bohong dan menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian dalam transaksi 

elektronik. 

2. Perbuatan melawan hukum.89 

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang 

yang dengan sengaja menyebarkan berita maupun dokumen 

yang sifatnya untuk menyesatkan dan juga mengakibatkan 

kerugian materiel seseorang dapat dikatakan sebagai tindak 

pidana penipuan.  

Sedangkan menurut Prof Moeljatno dalam bukunya 

yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menjelaskan bahwa 

unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai 

berikut:90 

a. Terdapat seseorang yang digerakan untuk memberikan 

suatu barang atau membuat hutang ataupun menghapus 

piutang dengan cara tipu muslihat. 

b. Perbuatan tersebut bermaksud untuk menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain tanpa hak. 

 
88 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2013), 193 
89 Ikka Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 

Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” Humani (Hukum Dan 

Masyarakat Madani) 8, no. 1 (2018): 7. 
90 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi 7 (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 70. 
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c. Korban penipuan merupakan digerakan oleh pelaku 

dengan cara tipu daya atas suatu kepemilikan harta 

benda. 

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di 

atas, bahwa seseorang baru bisa dikatakan telah melakukan 

tindak pidana penipuan apabila sudah memenuhi unsur-

unsur yang terdapat di dalam KUHP maupun peraturan yang 

berlaku di luar KUHP. 

Kemudian dalam perspektif hukum pidana Islam, 

suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana 

(jarimah) apabila sudah memenuhi unsur-unsur, antara lain 

yaitu: 

a. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan 

mengancamkan hukuman terhadap perbuatannya 

(rukun syar’i). 

b. Adanya perbuatan yang membentuk jarimah berupa 

perbuatan yang nyata (rukun maddi). 

c. Pembuat merupakan seorang mukallaf, yakni orang 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap 

jarimah yang dilakukan (rukun adabi). 

Ketiga faktor tersebut harus ada dalam suatu 

perbuatan agar dapat digolongkan sebagai tindak pidana 

atau kejahatan apa pun. Selain unsur umum, setiap jarimah 

juga mempunyai unsur khusus yang dapat dikenakan 

hukuman. Perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus 

adalah unsur umum mempunyai jenis yang sama di semua 

jarimah, sedangkan jumlah dan jenis unsur khusus dapat 

berbeda-beda antar jarimah. Oleh karena itu, faktor-faktor 
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inilah yang menjadi pembeda antara satu kejahatan dengan 

kejahatan lainnya.91 

3. Teori Investasi 

Investasi merupakan sebuah komitmen atas 

sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan pada saat 

ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa 

depan.92 Menurut Jogiyanto, investasi didefinisikan 

sebagai penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan 

dalam produksi yang efisien dalam periode tertentu. 

Sedangkan menurut Sukirno investasi merupakan tindakan 

berkelanjutan yang dilakukan masyarakat akan 

meningkatkan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja, 

meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Investasi merupakan hal yang lumrah di masyarakat 

umum, biasanya untuk membentuk kekayaan jangka 

panjang, merencanakan masa pensiun, dan atau mencapai 

tujuan finansial lainnya. Yang perlu diperhatikan bahwa 

semua investasi pasti terdapat risiko, dan hasilnya tidak 

selalu dapat dijamin. 

Pada dasarnya investasi dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu investasi pada aset finansial dan investasi pada 

aset riil. 

 

 
91 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976), 6. 
92 Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio, 1st 

ed. (Yogyakarta: BPFE, 2001), 1. 
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a. Aset riil (real asset) 

Aset riil merupakan aset yang memiliki wujud, seperti 

contoh kepemilikan tanah, rumah, emas, dan logam 

mulia lainnya. Seperti contoh memiliki sebuah 

properti dan kemudian menyewakannya kepada orang 

lain dan mendapatkan pendapatan atau keuntungan 

perbulan dari properti tersebut. 

b. Aset keuangan (financial asset) 

Aset finansial merupakan aset yang tidak terlihat 

wujudnya, tetapi memiliki sebuah nilai yang tinggi. 

Umumnya aset finansial terdapat dalam dunia 

perbankan dan juga pasar uang atau yang lebih 

dikenal sebagai bursa efek Indonesia, seperti contoh 

instrumen pasar uang, obligasi, saham, dan reksadana. 

Investasi pada aset keuangan dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu investasi langsung dan investasi tidak 

langsung. 

a) Investasi langsung, yang dapat dilakukan dengan 

membeli aset keuangan yang dapat diperjualbelikan 

di pasar mata uang, pasar modal, atau pasar derivatif. 

Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan 

membeli aset yang tidak diperdagangkan, biasanya 

diperoleh dari bank umum. Aset tersebut dapat berupa 

tabungan dan sertifikat deposito. 

b) Investasi tidak langsung, yakni didapatkan dengan 

cara membeli surat berharga dari perusahaan yang 

menyediakan produknya seperti jual beli saham 
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ataupun reksadana melalui aplikasi financial 

technology. 

Terdapat berbagai jenis investasi yang dapat 

diperjualbelikan dengan kriteria yang berbeda dan juga 

risiko yang berbeda, yaitu:93 

a) Saham, merupakan jenis investasi dari kepemilikan 

sebuah aset dalam perusahaan. Investor yang memiliki 

saham memiliki hak atas potensi keuntungan dari 

kenaikan harga saham, namun juga bisa mengalami 

penurunan harga yang signifikan. 

b) Obligasi, merupakan jenis investasi membeli surat 

utang yang dikeluarkan oleh suatu instansi 

pemerintahan maupun perusahaan, dan pembeli dapat 

menerima bunga serta pembayaran pokok. 

c) Real estate, merupakan jenis investasi di bidang 

kepemilikan properti fisik. Seperti rumah, apartemen, 

tanah, dan sebagainya. Keuntungan diperoleh dari 

pendapatan sewa. 

d) Mata uang asing (forex), merupakan jenis investasi jual 

beli mata uang asing. Jenis investasi ini memanfaatkan 

perbedaan nilai tukar antara mata uang guna 

mendapatkan keuntungan. 

Dalam Islam kegiatan investasi merupakan bagian 

dari fiqh muamalah. Dalam Islam kegiatan investasi tidak 

dilarang apabila masih sesuai dengan kaidah maqasid al-

 
93 Anugrah Dwi, “Pengertian Investasi Dan Jenis-Jenisnya,” 

feb.umsu.ac.id, 2023, https://feb.umsu.ac.id/pengertian-investasi-dan-jenis-

jenisnya/. Diakses pada 10/03/2024 10:31 
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shariah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hasr ayat 7 

yang berbunyi. 

 كَىاْالَاايَكُوناَادُولَةً اابَيْاَاٱلَْْغْنِيَاءٓاِامِنكُماْ
(Demikian) agar harta itu tidak beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kamu.94 

Oleh karena itu, al-quran dan hadits Nabi SAW 

menjadi landasan dalam melakukan aktivitas keuangan, 

termasuk investasi. Selain itu, karena penanaman modal 

merupakan bagian dari kegiatan ekonomi (muamalah 

māliyah), maka termasuk dalam kaidah fiqh muamalah, 

yaitu “pada prinsipnya segala bentuk muamalah, termasuk 

kegiatan ekonomi, boleh jika tidak ada alasan yang 

melarangnya.”95 

Kemudian dalam firman Allah SWT Q.S. Yusuf :47-

49 yang berbunyi. 

ذَابًَاِۚ  سِنِيَْْ  سَبْعَ  تَ زْرَعُوْنَ  فِْ قاَلَ  فَذَرُوْهُ  بلُِهِ سُنْ    فَمَاحَصَدْتُُْ 

َّاتََْكُلُوْنَ   مِّٰ قلَِيْلًً  مِنْ    ۝۴۷اِلََّ يََْتِْ  سَبْعٌ بَ عْدِذه   ثَُّْ  لِكَ 

َّا تُُْصِنُ وْنَ   مْتُمْ لََنَُّ اِلََّ قلَِيْلًً مِّٰ ثَُّْ يََْتِْ   ۝۴۸شِدَادٌيََّْكُلْنَ مَا قَدَّ

 ۝۴۹لِكَ عَامٌ فِيْهِ يُ غَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَ عْصِرُوْنَ بَ عْدِ ذه  مِنْ  

 
94 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya, 

806. 
95 Elif Pardiansyah, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: 

Pendekatan Teoritis Dan Empiris,” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 

(2017): 344. 
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(Yusuf) berkata, "Bercocoktanamlah kamu tujuh 

tahun berturut-turut! kemudian apa yang kamu tuai 

biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu 

makan. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh 

(tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 

menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit 

gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang 

tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) 

dan pada masa itu mereka memeras (anggur)".96 

Hikmah (ibrah) dari ayat ini adalah hendaknya 

manusia bisa menabung sebagian hartanya untuk 

mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di kemudian 

hari. Pada dasarnya manusia hanya bisa menebak dan 

menebak apa yang akan terjadi besok, padahal tentunya 

hanya Allah yang mengetahui segalanya. Oleh karena itu 

perintah Nabi Yusuf AS pada ayat di atas untuk menabung 

sebagian sebagai cadangan untuk konsumsi di masa depan. 

Begitu pula dengan menginvestasikan sebagian sisa 

konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya mempunyai manfaat 

yang jauh lebih luas dibandingkan dengan menabung 

(saving) saja. 

Dalam hukum Islam terdapat berbagai jenis investasi 

yang diakui keabsahannya, antara lain:97 

a) Al-Mudarabah, yakni memberikan modal kepada orang 

lain yang menjalankan bisnis, keuntungan yang didapat 

 
96 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya, 

333. 
97 Ayu Oktavia, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi,” 

BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika 1, no. 3 (2023): 58. 
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kemudian dibagi antara investor dengan pemilik 

dengan cara melalui kesepakatan bersama, dan investor 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

b) Al-Muzara’ah, merupakan suatu pengelolaan tanah 

yang menghasilkan. Menurut ulama hanafiyah, al-

muzara’ah merupakan suatu akad perkebunan yang 

meliputi hasil panen yang akan datang antara pemilik 

lahan dengan pengelola lahan yang pembagian untung 

berdasarkan kesepakatan. 

c) Ash-Syirkah, merupakan suatu percampuran harta 

terhadap orang lain. Sehingga syirkah adalah suatu 

usaha bersama yang mengelola modal dan keuntungan 

dan kerugian yang ditanggung bersama oleh dua pihak 

yang bekerja sama, sehingga ada orang yang 

mengadakan akad berupa harta atau modal yang 

digabungkan atau dicampur dengan akad bagi hasil. 

C. Skema Binary Option Pada Platform Quotex 

1. Sejarah Binary Option 

Perdagangan opsi biner atau binary option adalah 

kegiatan menentukan fluktuasi nilai suatu aset selama 

periode waktu tertentu yang dipilih melalui sistem biner. 

Binary option merupakan suatu jenis perdagangan yang 

dimana para trader membuat prediksi tentang pergerakan 

harga aset yang diperdagangkan, seperti saham, mata uang 

asing, maupun komoditas lainnya dengan jangka waktu 

yang sudah ditetapkan oleh seorang trader melalui 

platform yang digunakan. 
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Di Indonesia, binary option dikenal semenjak 

munculnya berbagai platform trading seperti binomo, 

olymp trade, quotex melalui iklan-iklan di media sosial 

yang menawarkan keuntungan yang sangat besar dengan 

jumlah yang tidak terlalu besar. Namun, sejarah 

perdagangan opsi biner dapat ditelusuri kembali ke tahun 

1973, ketika Chicago Stock Exchange (CBOE) secara 

resmi diluncurkan. Pada tahun 2008, krisis subprime 

mortgage di AS memicu salah satu krisis keuangan 

terburuk dalam sejarah. Skenario inilah yang membuat 

investor sadar akan perlunya peluang investasi baru dan 

kemudian mengarah pada perdagangan opsi biner. Pada 

tahun yang sama, Securities Exchange Commission (SEC) 

menyetujui opsi biner.98 

Binary option sering kali dikaitkan dengan 

perdagangan berjangka (futures trading). Perdagangan 

jangka panjang diatur dalam UU No 32 Tahun 1997 yang 

telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2011 tentang 

Perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan komoditi 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pembelian dan penjualan komoditi dengan penghapusan 

margin dan penyelesaian selanjutnya berdasarkan kontrak 

berjangka, derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif 

lainnya. Kemudian apabila merujuk pada Pasal 1 Peraturan 

Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi diatur 

 
98 Puspitasari and Rachim, “Binary Option Sebagai Komoditi 

Perdagangan Berjangka Di Indonesia,” 629. 
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terkait Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak 

berjangka dan tidak terdapat binary option didalamnya. 

2. Skema Binary Option 

Dalam binary option terdapat beberapa aset yang 

diperjualbelikan, seperti saham perusahaan, indeks saham, 

dan juga nilai mata uang, pertukaran komoditas, dan 

sebagainya. Binary option merupakan suatu instrumen 

derivatif yang terdiri dari dua transaksi, yaitu pembukaan 

transaksi dan penutupan transaksi sebagai akibat dari 

sebuah jual beli yang dilakukan. Pada saat trader 

melakukan transaksi tersebut maka akan mendapatkan 

keuntungan ataupun kerugian dari volume perdagangan 

tersebut. 

Transaksi binary option dilakukan dengan 

menempatkan sejumlah aset yang sudah ditukarkan 

(deposit) di dalam aplikasi tersebut untuk digunakan 

sebagai alat jual beli, dimana seorang trader hanya dapat 

memilih buy atau sell dalam aplikasi tersebut dalam jangka 

waktu tertentu. Apabila pilihan trader tersebut tepat maka 

akan mendapatkan keuntungan namun sebaliknya jika 

pilihan trader tersebut salah maka tidak akan mendapatkan 

keuntungan sedikitpun. 

Binary option merupakan sebuah alat transaksi yang 

masih tergolong baru di masyarakat Indonesia. Masyarakat 

baru mengetahui keberadaan opsi biner setelah tersiar 

kabar beberapa pemilik opsi merasa tertipu dan mengalami 

kerugian yang besar setelah bergabung dengan platform 

binary option. 
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Mekanisme yang terdapat di dalam binary option 

sangat mudah dipahami oleh seorang pemula sekalipun, 

seseorang yang baru pertama kali akan bertransaksi pada 

platform dengan skema binary option hanya perlu 

melakukan registrasi online pada web atau aplikasi 

penyedia binary option dan melakukan sejumlah deposit 

uang sesuai dengan peraturan yang ada.99 

Dalam gambar tersebut, bisa dilihat bahwa sangat 

mudah sekali untuk mendaftar sebagai keanggotaan dalam 

platform quotex. Hanya dengan beberapa langkah saja 

sudah bisa melakukan transaksi pada platform tersebut, 

seperti hanya memasukan email aktif, memilih mata uang 

yang dipakai, dan membuat kata sandi, dan setelah itu 

sudah bisa melakukan transaksi dalam platform tersebut. 

 
99 Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, “Godaan Praktik Binary 

Option Berkedok Investasi Dan Trading,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 

(2022): 23. 

Gambar 2.1 Dok. Pribadi Pendaftaran 
melalui Platform Quotex 

 

Gambar 2.2 Dok. Pribadi Melakukan Deposit 
Uang Untuk TransaksiGambar 2.3 Dok. 
Pribadi Pendaftaran melalui Platform 

Quotex 

 

Gambar 2.4 Dok. Pribadi Melakukan Deposit 
Uang Untuk Transaksi 

 

Gambar 2.5 Dok Pribadi Melakukan Trading 
Awal di Platform QuotexGambar 2.6 Dok. 
Pribadi Melakukan Deposit Uang Untuk 

TransaksiGambar 2.7 Dok. Pribadi 
Pendaftaran melalui Platform Quotex 

 

Gambar 2.8 Dok. Pribadi Melakukan Deposit 
Uang Untuk TransaksiGambar 2.9 Dok. 
Pribadi Pendaftaran melalui Platform 

Quotex 



72 
 

 

Pada langkah selanjutnya, pemegang opsi 

memasukkan modal yang ditanamkannya untuk jangka 

waktu tertentu. Jumlah minimum modal yang digunakan 

tergantung pada asetnya. Aplikasi opsi biner kemudian 

menghitung potensi keuntungan perdagangan. Interval 

pengembaliannya adalah antara 70% dan 90% jika harga 

aset target naik atau turun. Pemilik opsi dapat dengan 

bebas memilih waktu, berdasarkan arah pergerakan aset 

yang mendasarinya dapat diprediksi. Durasinya bervariasi 

dari detik, menit, jam atau hari. 

Sebelum melakukan transaksi pengguna harus 

melakukan deposit uang terlebih dahulu dengan jumlah 

minimum sebesar Rp.159.210,- (seratus lima puluh 

Sembilan dua ratus rupiah) atau sebesar 10$ USD untuk 

melakukan transaksi jual beli forex ataupun aset lainnya 

yang terdapat dalam platform tersebut. Pembayaran 

deposit dapat melalui bank-bank konvensional yang 

terdapat di Indonesia, seperti Bank BCA, BNI, CIMB, 

Permata Bank, Bank Mandiri, dan masih banyak lainnya. 

Juga menerima pembayaran melalui e-wallet yang sudah 

legal di Indonesia, seperti Shopee, QRIS, OVO, Dana, dan 

lain sebagainya. 

Gambar 2.10 Dok. Pribadi Melakukan Deposit Uang Untuk Transaksi 

 

Gambar 2.11 Dok Pribadi Melakukan Trading Awal di Platform 
QuotexGambar 2.12 Dok. Pribadi Melakukan Deposit Uang Untuk 

Transaksi 

 

Gambar 2.13 Dok Pribadi Melakukan Trading Awal di Platform 
Quotex 

 

Gambar 2.14 Dok Pribadi. Tampilan Menu Program Afiliasi Platform 
QuotexGambar 2.15 Dok Pribadi Melakukan Trading Awal di 

Platform QuotexGambar 2.16 Dok. Pribadi Melakukan Deposit Uang 
Untuk Transaksi 

 

Gambar 2.17 Dok Pribadi Melakukan Trading Awal di Platform 
QuotexGambar 2.18 Dok. Pribadi Melakukan Deposit Uang Untuk 

Transaksi 
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Terakhir, pemilik hak opsi harus menebak arah 

pergerakan aset hingga durasinya, apakah harga aset 

tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang 

berlaku pada saat transaksi dimulai. Jika tebakannya benar, 

pengguna mendapat untung. Namun jika salah maka modal 

yang dikeluarkan akan hilang dan pengguna akan 

mengalami kerugian. 

 

 

Setelah pengguna melakukan bid (transaksi) dalam 

platform tersebut, maka seorang trader tinggal menunggu 

hasil yang akan didapatkan sesuai waktu yang sudah diatur 

sebelum melakukan pembelian, apakah akan mendapatkan 

keuntungan, dan bahkan juga dapat mengalami kerugian. 

Selain menyediakan transaksi berbagai jenis mata uang 

asing dan aset-aset lainnya. Platform quotex juga 

menyediakan program afiliasi. Maksud dari program 

afiliasi adalah suatu langkah memperoleh penghasilan 

tambahan dengan mendaftarkan diri pada suatu perusahaan 

yang sedang menawarkan peluang untuk menjualkan 

produknya kepada konsumen melalui afiliasi, agar 

Gambar 2.19 Dok Pribadi Melakukan Trading Awal di 
Platform Quotex 

 

Gambar 2.20 Dok Pribadi. Tampilan Menu Program Afiliasi 
Platform QuotexGambar 2.21 Dok Pribadi Melakukan 

Trading Awal di Platform Quotex 

 

Gambar 2.22 Dok Pribadi. Tampilan Menu Program Afiliasi 
Platform Quotex 

 

Gambar 2.23 Dok Pribadi Rincian Model Keuntungan 
Afiliasi Model Bagi HasilGambar 2.24 Dok Pribadi. 

Tampilan Menu Program Afiliasi Platform QuotexGambar 
2.25 Dok Pribadi Melakukan Trading Awal di Platform 

Quotex 

 

Gambar 2.26 Dok Pribadi. Tampilan Menu Program Afiliasi 
Platform QuotexGambar 2.27 Dok Pribadi Melakukan 

Trading Awal di Platform Quotex 
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mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama.100 

Secara sederhana afiliasi merupakan suatu cara 

mendapatkan uang secara cepat dengan cara 

mempromosikan produk tersebut, dan apabila sudah terjual 

maka akan mendapatkan komisi pembayaran. 

Melalui program afiliasi tersebut seseorang dapat 

mendapatkan bonus atau pendapatan tambahan dari 

platform quotex dikarenakan telah memasarkan platform 

quotex kepada masyarakat luas untuk melakukan transaksi 

di dalam platform tersebut. Platform quotex memiliki 2 

(dua) skema pembayaran komisi dalam program afiliasi, 

yakni bagi hasil dan bagi turnover; 

a) Model bagi hasil 

Jika menjadi afiliasi berdasarkan model 

perhitungan ini, seorang afiliator akan mendapatkan 

 
100 Redaksi OCBC NISP, “Afiliasi: Pengertian, Cara Kerja, Keuntungan, 

Dan Contohnya,” ocbc.id, 2023, 

https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/24/afiliasi-adalah. Diakses pada 

03/04/2024 13:36. 

Gambar 2.28 Dok Pribadi. Tampilan Menu Program Afiliasi 
Platform Quotex 

 

Gambar 2.29 Dok Pribadi Rincian Model Keuntungan Afiliasi 
Model Bagi HasilGambar 2.30 Dok Pribadi. Tampilan Menu 

Program Afiliasi Platform Quotex 

 

Gambar 2.31 Dok Pribadi Rincian Model Keuntungan Afiliasi 
Model Bagi Hasil 

 

Gambar 2.32 Dok Pribadi Rincian Model Keuntungan Afiliasi 
Model TurnoverGambar 2.33 Dok Pribadi Rincian Model 

Keuntungan Afiliasi Model Bagi HasilGambar 2.34 Dok Pribadi. 
Tampilan Menu Program Afiliasi Platform Quotex 

 

Gambar 2.35 Dok Pribadi Rincian Model Keuntungan Afiliasi 
Model Bagi HasilGambar 2.36 Dok Pribadi. Tampilan Menu 

Program Afiliasi Platform Quotex 
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persentase keuntungan platform dari setiap trader 

referral. Berdasarkan jumlah deposit yang dilakukan 

semua trader referral dalam sebulan, afiliasi akan 

ditugaskan satu dari tujuh level. Level dihitung ulang 

pada hari pertama bulan selanjutnya berdasarkan hasil 

dari bulan sebelumnya. 

Jika platform mendapatkan hasil negatif, 

komisi afiliasi juga dikreditkan berdasarkan level 

yang ditugaskan, tetapi komisi untuk transaksi yang 

tidak menguntungkan dikurangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perincian pada tabel tersebut, 

seorang afiliator akan mendapatkan paling sedikit 

50% dari kerugian seorang trader yang mengalami 

kekalahan, dan juga bahkan bisa mendapatkan sampai 

80% dari kerugian seorang trader dan sisanya 

menjadi keuntungan bagi pihak pengelola aplikasi 

binary option tersebut. 

b) Model bagi turnover 

Afiliator yang bekerja dengan model turnover 

share menerima persentase komisi dari omset 

Gambar 2.37 Dok Pribadi Rincian Model 
Keuntungan Afiliasi Model Bagi Hasil 
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perdagangan bulanan referral mereka. Komisi 

dihitung untuk setiap trader secara terpisah, namun 

tidak boleh lebih besar dari jumlah keuntungan yang 

diterima Perusahaan. Persentase ini dapat berkisar 

dari 2% hingga 5%, tergantung pada jumlah deposit 

yang dilakukan oleh pedagang yang dirujuk per bulan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, bahwa selain 

menyediakan platform untuk transaksi jual-beli nilai 

mata uang asing, platform quotex juga memberikan 

fasilitas untuk program afiliasi untuk seseorang dapat 

keuntungan tambahan dari pemasaran produk yang 

sudah dilakukan, dan nominal keuntungannya juga 

cukup besar. 

Keuntungan yang diraih dalam skema binary option 

sangatlah menjanjikan, setiap trader yang berhasil 

menebak atau membeli sebuah perdagangan mendapatkan 

keuntungan yang sangat besar, antara 50-90%, bahkan 

terdapat beberapa aplikasi dengan skema binary option 

yang menawarkan keuntungan sampai 92% setiap 

transaksi. 

Gambar 2.38 Dok Pribadi Rincian Model 
Keuntungan Afiliasi Model Turnover 
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D. Jarimah Ta’zir 

1. Teori Jarimah Ta’zir 

Menurut Abu Zahrah dikutip dari buku Hukum Pidana 

Islam karya Drs. Rokhmadi, M.Ag mengatakan bahwa 

jarimah ta’zir adalah tindak pidana yang hukuman dan 

kadarnya tidak dijelaskan oleh nash, tetapi kadar dan bentuk 

hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan 

lembaga peradilan.101 

Menurut Al-Mawardi, jarimah ta’zir adalah hukuman 

yang sifatnya memberikan pendidikan atas perbuatan dosa 

(maksiat) yang bentuk dan kadar hukumannya belum 

ditetapkan oleh syara’.102 Sedangkan secara terminologi, 

jarimah ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak 

disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan 

menjadi kekuasan ulil amri atau hakim.103 

Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah ta’zir adalah 

suatu jarimah yang belum ditentukan kadar hukumannya 

tetapi hukuman yang diberikan bersifat mendidik dan 

mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. 

Sebagian ulama mengartikan ta’zir sebagai hukuman yang 

berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak 

hamba yang tidak ditentukan oleh al-quran dan hadits, ta’zir 

 
101 Dr. Rokhmadi M.Ag, Hukum Pidana Islam, Edisi 1 (Semarang: CV. 

Karya Abadi Jaya, 2015), 193. 
102 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Edisi Keti (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2016), 249. 
103 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 10, 1st ed. (Bandung: Al-Ma’arif, 

1987), 151. 
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berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan 

sekaligus untuk mencegah pelaku untuk tidak 

mengulanginya kembali.104 

Ta’zir dapat dipahami juga sebagai atas perbuatan-

perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau 

kafarat.105 Ketika menetapkan hukuman ta’zir ulil amri atau 

hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman 

dengan ketentuan maksimal dan minimal. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa jarimah ta’zir merupakan suatu istilah untuk 

hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum 

ditetapkan oleh syara’ dan pemberian hukuman dan 

bentuknya diberikan kewenangan kepada ulil amri atau 

hakim yang berwenang. 

2. Dasar Hukum Jarimah Ta’zir 

Dasar hukum disyariatkan ta’zir terdapat dalam 

beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dan perbuatan 

sahabat, antara lain sebagai berikut:106 

a) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim 

 
104 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayat) (Bandung: 

Pustaka Setia, 2000), 141. 
105 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam 

Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 165. 
106 Muslich, Hukum Pidana Islam, 252. 



79 
 

 

  مَ لَّ سَ ى الل وَ لَّ صَ   بِِٰ النَّ   نَّ ا َ   هِ دِٰ جَ   نْ عَ   يهِ بِ ا َ   نِ عَ   مِ يْ كِ حَ   نِ بْ   زِ ن بَْ عَ 

فِ لًً جُ رَ   سَ بَ حَ  التَمذي   ةمَ حْ تُ ي ْ   و  داود  ابو  والنسائى    )رواه 

 والبيهقى و صححه الاكم(

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, 

bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka 

melakukan kejahatan. (hadis diriwayatkan oleh Abu 

Dawud, Turmudzi, Nasa’I, dan Baihaqi). 

Hadis ini menjelaskan tindakan Nabi yang 

menahan seseorang yang diduga melakukan tindak 

pidana dengan tujuan untuk memudahkan 

penyelidikan. Apabila tidak ditahan dikhawatiran 

pelaku tersebut melarikan diri dan menghilangkan 

barang bukti ataupun mengulangi kembali 

perbuatannya tersebut. 

b) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah 

ا َ هَ ن ْ عَ   اللُ   يَ ضِ رَ   ةَ شَ ائِ عَ   نْ عَ وَ    مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللُ لَّ صَ   بَِّ النَّ   نَّ ا 

)رواه احمد ابو   دَ وْ دُ  الُْ لََّ اِ  مْ اتِِ رَ ث َ عَ  اتِ ئَ ي ْ ى الََْ وِ ذَ ا وْ لُ ي ْ قِ : ا َ  الَ قَ 

 دواد والنسائىى والبيهقي( 

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi SAW bersabda: 

“ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak 

pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, 
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kecuali dalam jarimah-jarimah hudud (diriwayatkan 

oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’I, dan Baihaqi).  

Maksud dari hadis tersebut adalah mengatur 

tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zir yang bisa 

berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, 

tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi 

lain yang menyertai. 

c) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah 

 اللِ   لَ وْ سُ رَ   عَ سَِ   هُ نَّ ا َ   هُ نْ عَ   اللُ   ىَ ضِ ى رَ ارِ صَ نْ لَ َ اْ   ةً دَ رْ  ب ُ بِ اَ   نْ عَ 

  اطٍ وَ سْ اَ   ةِ رَ شْ عَ   قَ وْ وا ف َ دُ لِ  تََْ لََ   :لُ وْ قُ ي َ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللُ لَّ صَ 

  )متفق عليه(الَ عَ ت َ   اللِ  دِ وْ دُ حُ  نْ مِ  دِٰ  حَ  فِِ لََّ اِ 

Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. bahwa ia 

mendengar Rasulullah SAW bersabda: “tidak 

boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di 

dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah 

SWT (muttafaq alaih). 

Hadis tersebut menjelaskan tentang batasan 

hukuman ta’zir yang tidak boleh melebihi 10 kali 

cambukan supaya agar berbeda dengan jarimah hudud. 

Dengan demikian jarimah ta’zir kedudukannya lebih 

ringan dari jarimah hudud. 
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3. Macam-macam Jarimah Ta’zir 

Dapat diketahui bahwa jarimah ta’zir jika dilihat dari 

segi hak yang dilanggar dapat dibagi kepada dua bagian, 

yaitu:107 

a) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah. 

Maksud dari jarimah ta’zir yang menyinggung 

hak Allah adalah perbuatan yang berkaitan dengan 

kepentingan dan kemaslahatan umum. Seperti contoh 

membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang 

tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan 

pokok, penyeludupan, dan lain-lain. 

b) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu atau 

manusia. 

Maksud dari jarimah ta’zir yang menyinggung 

hak individu atau manusia yakni setiap perbuatan yang 

mengakibatkan kerugian kepada orang lain, seperti 

contoh penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-

lain. 

Ditinjau dari segi sifatnya, jarimah ta’zir terbagi 

menjadi tiga bagian, yaitu: 

a) Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat. 

b) Ta’zir karena melakukan perbuatan yang 

membahayakan kepentingan umum. 

c) Ta’zir karena melakukan pelanggaran. 

 
107 Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” Ius 

Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 2, no. 2 (2019): 7. 
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Disamping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum 

penetapannya, ta’zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:108 

a) Jarimah ta’zir yang berasal dari jarimah hudud atau 

qishash, tetapi syarat-syarat tersebut belum terpenuhi, 

atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak 

mencapai nisabnya. 

b) Jarimah ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nash 

syara’ tetapi hukumannya belum ditetapkan. Seperti 

riba, suap, dan mengurangi timbangan. 

c) Jarimah ta’zir yang baik jenis maupun sanksinya 

belum ditentukan oleh syara’. 

Menurut Abdul Aziz Amir, membagi jarimah ta’zir 

kepada beberapa bagian, yaitu:109 

a) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan; 

b) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelukaan; 

c) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan 

terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak; 

d) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta; 

e) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan 

individu; 

f) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan 

umum. 

4. Macam-macam Hukuman Ta’zir 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa hukuman ta’zir adalah hukuman yang 

 
108 Muslich, Hukum Pidana Islam, 255. 
109 Abdul Aziz Amir, At Ta’zir Fi Asy-Syari’atil Islamiyyah (Kairo: Dar 

al-Fikr, 1969), 91–262. 
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belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan kepada ulil 

amri untuk menetapkannya. Hukuman ta’zir memiliki jenis 

yang beragam, secara garis besar terbagi menjadi empat 

kelompok, yaitu: 

a) Hukuman ta’zir yang mengenai badan; 

Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan jenis 

hukuman tersebut terdapat dua jenis, yakni hukuman 

mati dan hukuman cambuk. 

1) Hukuman mati 

Menurut ulama Hanafiyah, memperbolehkan 

kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati 

bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan secara 

berulang-ulang dan tidak dapat memberikan 

pelajaran. Seperti contoh tindak pencurian yang 

berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali 

seperti yang dilakukan oleh kafir dzimmi. 

Sebagian ulama syafi’iyah juga 

membolehkan hukuman mati sebagai ta’zir dalam 

kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang 

dari ajaran Allah SWT dan Assunah. Kemudian 

diperkuat adanya hadis yang menunjukkan 

diperbolehkan adanya hukuman mati, yang 

berbunyi: 

 هُ وْ لُ ت ُ اق ْ فَ  مْ هُ ق ُ رِ فْ ت َ  دُ يْ رِ يُ  عٌ جَْ  اسِ النَّ  رُ مْ ا َ وَ  جَ رَ خَ  نْ مَ 
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Barang siapa keluar ingin memecah persatuan 

dari kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman 

mati. (HR. Muslim dari Buraidah)110 

Hukuman mati dapat dilakukan untuk 

jarimah ta’zir, tetapi harus dengan persyaratan 

dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat 

berat dan bahaya, dengan syarat:111 

a. Bila pelaku adalah residivis yang tidak jera 

dengan hukuman hudud selain hukuman mati; 

b. Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan 

terhadap masyarakat. 

2) Hukuman cambuk 

Hukuman cambuk dinilai lebih efektif dalam 

memberikan dampak yang efektif bagi pelaku 

jarimah ta’zir. Jumlah hukuman cambuk dalam 

jarimah ta’zir ditentukan oleh penguasa atau hakim 

yang diberikan kewenangan untuk menetapkan 

jumlah hukuman cambuk tersebut, dan disesuaikan 

dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek 

bagi masyarakat. 

Adapun mengenai jumlah cambukan 

maksimal dalam jarimah ta’zir ada beberapa 

pendapat para ulama, yakni;112 

 
110 M Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, 1st ed. (Jakarta: AMZAH, 2016), 

97. 
111 Djazuli, Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam 

Islam, 191. 
112 Irfan, Hukum Pidana Islam, 97–98. 
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a. Menurut mazhab Hanafi, jumlah cambuk tidak 

boleh melampaui batasan hukuman had. 

b. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat bahwa 

sanksi ta’zir boleh melebihi had selama 

mengandung maslahat. Dengan alasan bahwa 

sahabat Umar bin Khattab pernah mencambuk 

Mu’an bin Zaidah yang memalsukan stempel 

baitul mal dengan seratus kali cambukan. 

c. Kemudian sahabat Ali pernah mencambuk 

orang yang meminum khamar pada siang hari 

di bulan ramadhan dengan delapan puluh kali 

dan ditambah dua puluh kali sebagai jarimah 

ta’zir. 

d. Menurut Ibnu Qudamah batas minimal 

hukuman cambuk tidak dapat ditentukan. Hal 

ini diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai 

tindak pidana, pelaku, waktu, dan 

pelaksanaannya. 

b) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan 

seseorang; 

Dalam sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan 

seseorang terdapat dua jenis hukuman, yakni hukuman 

penjara dan hukuman pengasingan. 

1) Hukuman penjara 

Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah yang 

dimaksud dengan al-habsu menurut syara’ bukanlah 

menahan pelaku kejahatan di tempat yang sempit, 

melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar 
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tidak melakukan perbuatan melanggar hukum 

kembali, baik di tahan di dalam rumah, masjid, 

ataupun di tempat lainnya. Akan tetapi setelah umat 

Islam dan kekuasaan Islam berkembang dengan pesat 

maka para ulama memperbolehkan untuk 

mengadakan atau membangun penjara.113 

Dasar hukum diperbolehkannya hukuman 

penjara terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 15 yang 

berbunyi: 

حِشَةاَاامِنااانِ سَائِٓكُماْاافٱَسْتَشْهِدُوا اااعَلَيْهِنَّا اوَٱلََّٰتِااايََتِْياَااٱلْفََٰ

اٱلْبُ يُوتاِ افِاا افأََمْسِكُوهُنَّاا اشَهِدُوا اا افإَِنا امِ نكُماْااۖ اأرَْبَ عَةاًا

هُنَّااٱلْمَوْتاُاأوَاْاايََْعَلاَاٱللَّّاُالََنَُّااسَبِيلًَا  حَتََّٰاايَ تَ وَفَّى َٰ
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan 

perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi 

diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian 

apabila mereka telah memberi persaksian, maka 

kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah 

sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 

memberi jalan lain kepadanya.114 

Dalam syariat Islam, hukuman penjara terbagi 

kepada dua bagian, yaitu penjara terbatas dan penjara 

tak terbatas. 

 
113 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, 1st ed. 

(Yogyakarta: TERAS, 2009), 2002. 
114 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan 

Terjemahannya, 108. 
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a. Penjara terbatas 

Hukuman penjara terbatas adalah 

hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi 

secara tegas. Hukuman penjara terbatas 

ditetapkan untuk seperti jarimah penghinaan, 

penjual khamar, pemakai riba, ujaran kebencian, 

saksi palsu, dan lain-lain.115 

Tidak ada kesepakatan antara para ulama 

terkait batas maksimum hukuman penjara 

terbatas. Menurut Syafi’iyyah, batas 

maksimumnya adalah satu tahun. Mereka 

mengkiaskannya kepada hukuman pengasingan 

dalam had zina yang lamanya satu tahun 

pengasingan dan hukuman ta’zir tidak boleh 

melampaui hukuman had. Namun tidak semua 

ulama Syafi’iyah memiliki pendapat yang sama, 

seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-

Mawardi bahwa diantara pelaku ada yang 

dikenakan hukuman penjara selama satu hari dan 

ada pula yang sampai batas waktu yang tidak 

ditentukan, hal ini tergantung kepada pelaku dan 

jarimah yang diperbuat.116 

Dengan demikian, tidak ada batas 

minimum dan maksimum yang pasti dalam 

menentukan berapa lama hukuman penjara 

terbatas dalam jarimah ta’zir. Oleh karena itu hal 

 
115 Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, 203. 
116 Irfan, Hukum Pidana Islam, 102. 
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tersebut dikembalikan kepada hakim dengan 

memperhatikan jenis jarimah, pelaku, situasi, 

dan kondisi masyarakat. 

b. Hukuman penjara tidak terbatas 

Hukuman penjara tidak terbatas 

merupakan suatu hukuman yang tidak dibatasi 

waktunya bahkan sampai ia mati sekalipun. 

Maka dalam istilah lain biasa disebut dengan 

hukuman penjara seumur hidup. 

Hukuman penjara seumur hidup 

dikenakan kepada penjahat yang sangat 

berbahaya, misalnya seorang yang menahan 

orang lain untuk dibunuh oleh pihak ketiga, atau 

seperti mengikuti seseorang kemudian 

melemparkannya ke depan seekor harimau. 

Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang 

tersebut mati dimakan harimau maka pelaku 

dikenakan hukuman penjara seumur hidup.117 

Hukuman penjara sampai ia bertaubat, 

antara lain kepada orang yang dituduh 

membunuh, melakukan homoseksual, 

melakukan sihir, serta mencuri untuk ketiga 

kalinya. Hukuman penjara yang dibatasi sampai 

ia bertaubat bertujuan untuk mendidik. Menurut 

para ulama, seseorang dianggap sudah bertaubat 

apabila memperlihatkan tanda-tanda perbaikan 

 
117 Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, 205. 



89 
 

 

dalam perilakunya, sedangkan tobat dalam hati 

tidak dapat diamati. 

2) Hukuman pengasingan 

Hukuman pengasingan merupakan suatu 

hukuman yang termasuk dalam hukuman had yang 

diterapkan bagi pelaku tindak pidana perampokan, 

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah: 33 yang 

berbunyi. 

ااٱلَّذِيناَايَُُاربِوُناَاٱللَّّاَاوَرَسُولَهاۥُاوَيَسْعَوْناَافِااٱلَْْرْضاِ
ؤُا  اَاجَزََٰٓ اإِنََّّ

اأيَْدِيهِماْ اتُ قَطَّعاَا اأوَاْا ايُصَلَّبُ وٓا اا اأوَاْا ايُ قَت َّلُوٓا اا اأَنا افَسَادًاا

لِكاَالََمُاْااخِزْى ا اوَأرَْجُلُهُمامِ ناْااخِلََٰف ااأوَاْااينُفَوْا اامِناَاٱلَْْرْضاِااۚذََٰ

نْ يَاااۖوَلََمُاْافِااٱلْءَاخِرةَاِاعَذَاب ااعَظِيم ا  فِااٱلدُّ
Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah 

dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi 

hanyalah dibunuh, disalib, di potong tangan dan 

kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari 

tempat kediamannya. Yang demikian itu 

merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di 

akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang 

sangat berat.118 

Dalam praktiknya, hukuman pengasingan juga 

diterapkan pada jarimah ta’zir. Hukuman 

pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah 

 
118 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan 

Terjemahannya, 152. 
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yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk untuk 

orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan, ada 

beberapa pendapat para ulama terkait tempat 

hukuman pengasingan. 

a. Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan 

artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari 

negeri Islam ke negeri bukan Islam. 

b. Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin 

Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari 

satu kota ke kota yang lainnya. Imam Al-Syafi’i 

berkata bahwa jarak kota asal dengan kota 

pembuangan adalah jarak perjalan qasar, 

maksudnya yakni untuk menjauhkan dari 

keluarga dan tempat tinggalnya. 

Lamanya masa pengasingan juga tidak ada 

batasan minimum dan maksimum yang dikemukakan 

oleh para fuqaha, tetapi ada beberapa pendapat 

mengenai lamanya masa pengasingan. 

a. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, 

mengatakan bahwa lamanya masa pengasingan 

tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak 

melebihi batas masa pengasingan yang terdapat 

dalam had. 

b. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan 

bisa melebihi satu tahun dikarenakan konteks 

yang sedang dilakukan yakni jarimah ta’zir 

bukan jarimah hudud. 
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c) Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta 

Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda 

mengenai hukuman ta’zir dengan mengambil harta. 

Menurut Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad bin 

Hambal dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila 

membawa maslahat. Akan tetapi menurut Imam Abu 

Hanifah hukuman ta’zir dengan mengambil hartanya 

tidak diperbolehkan.119 

Hukuman ta’zir dengan mengambil harta bukan 

berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas 

negara, melainkan untuk menahannya sementara waktu. 

Apabila pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, 

hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk 

kepentingan yang mengandung maslahat. 

Menurut Imam Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan 

hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta menjadi tiga 

bagian, yaitu.120 

1) Menghancurkannya (al-itlaf) 

Penghancuran harta benda berlaku untuk jenis 

benda yang bersifat mungkar, seperti contoh: 

penghancuran patung milik orang Islam, 

penghancuran alat-alat musik atau permainan yang 

menimbulkan maksiat, dan penghancuran peralatan 

kios khamar. 

 
119 M. Nurul Irfan and Masyrofah, Fiqh Jinayah, 4th ed. (Jakarta: 

AMZAH, 2016), 158. 
120 Irfan and Masyrofah, 159. 
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Penghancuran tersebut tidak selamanya 

merupakan kewajiban, melainkan melihat kondisi 

masyarakat dan boleh untuk disedekahkan. Atas 

dasar itu Ibnu Qasim mengatakan bahwa 

memperbolehkan makanan atau minuman yang 

dijual untuk maksud menipu disedekahkan kepada 

fakir miskin. 

2) Mengubahnya (al-ghayir) 

Hukuman ta’zir ini mengubah harta pelaku, 

seperti mengubah patung dengan cara memotong 

beberapa bagian sehingga mirip bentuk pohon atau 

vas bunga. 

3) Memilikinya (at-tamlik) 

Hukuman ta’zir dalam bentuk ini bisa 

dikatakan sebagai hukuman denda, yaitu hukuman 

terhadap harta kepemilikan pelaku. Rasulullah SAW 

pernah melipatgandakan denda bagi orang yang 

mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. 

Hukuman denda berupa hukuman pokok yang 

berdiri sendiri, seperti contoh, hukuman denda bagi 

orang-orang yang mencuri buah-buahan, orang yang 

duduk-duduk di bar. Akan tetapi hukuman denda 

juga bisa digabungkan dengan hukuman pokok 

lainnya seperti ditambah dengan hukuman cambuk. 

Hukum Islam juga belum menetapkan batas 

minimal dan maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al 

Qayyim menjelaskan bahwa terdapat dua macam 

denda, yakni denda yang dipastikan 
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kesempurnaannya dan denda yang tidak dipastikan 

kesempurnaannya. 

a. Denda yang dipastikan kesempurnaannya, 

yakni denda yang mengharuskan lenyapnya 

harta benda karena berhubungan dengan Allah, 

seperti pelanggaran sewaktu ihram dengan 

membunuh binatang buruan. Pelakunya 

mendapatkan denda dengan memotong hewan 

kurban. Kemudian bersenggama pada siang 

hari di bulan ramadhan, dendanya memberikan 

makan 60 orang miskin. 

b. Denda yang tidak pasti kesempurnaannya, 

adalah denda yang ditetapkan melalui ijtihad 

hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran 

yang dilakukan, oleh karena itu tidak ada 

ketentuan yang diatur dalam syariat dan juga 

ketetapan hududnya. 

Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta 

selain denda juga terdapat penyitaan atau 

perampasan harta. Tetapi penerapan hukuman 

tersebut menjadi perdebatan di kalangan fuqaha. 

Jumhur ulama memperbolehkan apabila sudah 

memenuhi syarat atas hartanya, antara lain: 

a. Harta diperoleh dengan cara yang halal; 

b. Harta digunakan sebagai fungsinya; 

c. Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang 

lain. 
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Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, ulil 

amri berhak menerapkan hukuman ta’zir berupa 

penyitaan atau perampasan harta sebagai sanksi atas 

perbuatan yang telah dilakukan. 

d) Hukuman lain yang ditetapkan oleh ulil amri. 

Menurut Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul 

Hukum Pidana Islam, mengklasifikasikan hukuman 

ta’zir yang lain menjadi 4 bagian, yaitu:121 

1) Pemecatan dari kepegawaian, yakni memberhentikan 

pelaku dari pekerjaannya. 

2) Pencegahan, yakni mencegah pelaku tindak pidana 

dari sebagian yang menjadi haknya namun harus 

berdasarkan syara’. Seperti contoh ia tidak 

mendapatkan harta rampasan perang (ganimah) dan 

menggugurkan nafkah bagi wanita yang nusyuz. 

3) Penyitaan, perampasan, atau pengambilalihan, yakni 

penyitaan terhadap alat-alat tindak pidana dan 

penyitaan atas barang yang diharamkan atas 

kepemilikannya. 

4) Penghapusan atau penghilangan, yakni 

menghilangkan bukti-bukti tindak pidana atau 

perbuatan yang diharamkan, seperti merobohkan 

bangunan yang didirikan di jalan raya, 

menghilangkan botol minuman, dan juga 

menghilangkan peredaran susu yang palsu.  

 
121 M.Ag, Hukum Pidana Islam, 208. 
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BAB III 

TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK 

INVESTASI SKEMA BINARY OPTION MELALUI 

PLATFORM QUOTEX 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Berkedok 

Investasi 

Investasi atau disebut juga sebagai penanaman modal 

merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu 

atau lebih aset selama beberapa periode pada masa 

mendatang. Bahwa keuntungan yang didapat dalam 

berinvestasi sangat menggiurkan, sehingga banyak orang 

yang tertarik untuk melakukan usaha investasi baik dalam 

bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, forex 

trading dan yang lainnya. 

Alasan seseorang melakukan investasi adalah untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan 

datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk 

menghemat pajak. Ditambah lagi di era kemajuan teknologi 

saat ini, sarana investasi semakin mudah hanya dengan media 

internet yang dapat dikerjakan di rumah dan tanpa 

mengganggu pekerjaan utama bagi yang memiliki pekerjaan. 

Namun dibalik kemudahan melakukan investasi online, 

terdapat pihak-pihak yang menggunakan kemudahan tersebut 

dengan memulai “investasi ilegal” lewat internet. Ilegal disini 

mengandung pengertian bisa perusahaannya yang tidak 
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memiliki izin/tidak bersertifikasi atau produk yang 

ditawarkan itu ilegal atau kedua-duanya. 

Tindak pidana penipuan investasi bodong modus 

operandinya beraneka ragam yang ditawarkan pelakunya, 

salah satu diantaranya modus utama yang dilakukan adalah 

imbal hasil (return) yang jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan instrumen investasi lainnya, seperti berinvestasi di 

bank dan di pasar modal. Iming-iming (return) yang cukup 

tinggi diterima masyarakat, tanpa masyarakat mau tau 

bagaimana cara kerja operasional usaha untuk mengelola dan 

mengembangkan bisnisnya tersebut.122 

Kemudian terdapat modus operandi yang gencar 

ditawarkan perusahaan investasi ilegal dalam bentuk ‘money 

game’ penampung dana menawarkan investasi dengan 

menanamkan uang dalam jumlah tertentu dengan bunga yang 

tinggi. Selain itu, jika mereka yang menanamkan modalnya 

dapat mengajak teman atau saudaranya mereka diberikan 

keuntungan tambahan yang berupa bonus.123 

Dikutip dari website Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Bappebti) bahwa sejak tahun 2019 

hingga tahun 2023 penipuan investasi ilegal dengan modus 

perdagangan berjangka seperti binary option masih sangat 

masif penyebarannya. Pada tahun 2019 Bappebti melakukan 

pemblokiran aktivitas berupa 299 domain entitas ilegal. Pada 

 
122 Keysi Veren Kumaat, Toar N Palilingan, and Nelly Pinangkaan, 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus 

Investasi Ilegal,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex 

Privatum 12, no. 2 (2023): 2. 
123 Kumaat, Palilingan, and Pinangkaan, 3. 
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tahun 2020 Bappebti memblokir 1911 domain entitas ilegal. 

Pada tahun 2021 Bappebti memblokir 1222 domain entitas 

ilegal. Kemudian di tahun 2022 Bappebti memblokir 760 

domain entitas ilegal. Dan pada tahun 2023 Bappebti 

memblokir 1855 domain entitas ilegal.124  

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak 2019 sampai 

2023 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti) telah menghentikan sebanyak 6.047 domain entitas 

ilegal seperti binary option dan investasi ilegal lainnya.  

Masifnya tindak pidana penipuan investasi ilegal dan 

sejenisnya membuat masyarakat mengalami kerugian yang 

sangat besar, dikutip dari laman tempo.co kerugian 

masyarakat akibat investasi ilegal sebesar Rp. 139,67 triliun 

rupiah. 

 
124 Biro Humas Kementerian Perdagangan, “Siaran Pers.” 
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Data tersebut merupakan kerugian yang timbul akibat 

dari tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui 

platform digital (online). Masih banyak tindak pidana 

penipuan berkedok investasi yang tidak termasuk dalam 

jaringan online dan juga belum terlacak pergerakannya dan 

merugikan bagi masyarakat. 

Seperti contoh penipuan investasi bodong berupa 

penawaran suntikan modal alat kesehatan. Pelaku melakukan 

modus operandi dengan membuat skenario seolah-olah pelaku 

tersebut memenangi tender dan memiliki surat perintah kerja 

yang berasal dari Kementerian terkait untuk mengadakan alat 

kesehatan supaya dapat meyakinkan korban tersebut. 

Dengan membuat surat perintah kerja palsu dan 

skenario yang sempurna, para pelaku berhasil mengelabui 

para korban untuk memberikan uangnya dengan dalih untuk 

melakukan transaksi investasi dengan perjanjian mendapatkan 

keuntungan dari 10-30 persen dari modal yang diberikan 

dalam kurun waktu satu sampai empat minggu. 

Penawaran keuntungan yang sangat besar juga menjadi 

kunci dalam keberhasilan melakukan modus penipuan yang 

dilakukan oleh pelaku. Dikutip dari detiknews.com pelaku 

penipuan investasi suntik modal alat kesehatan merugikan 

masyarakat luas sehingga dalam waktu yang sangat singkat 

pelaku dapat mengumpulkan hingga Rp. 1,3 triliun rupiah.125 

 
125 Adhyasta Dirgantara, “Pelaku Investasi Bodong Sunmod Alkes Rp 1,3 

T Buat Surat Kemenkes Palsu,” detiknews.com, 2021, 

https://news.detik.com/berita/d-5867377/pelaku-investasi-bodong-sunmod-

alkes-rp-1-3-t-buat-surat-kemenkes-palsu. diakses pada 16/04/2024 12:03 
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Para pelaku tindak pidana penipuan investasi suntikan 

modal alat kesehatan dijerat dengan pasal berlapis, yakni 

Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 

(1) atau pasal 56 KUHP, dan juga dijerat dengan Pasal 46 ayat 

(1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 105 

dan/atau UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

Kemudian dijerat juga dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 

dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 jo Pasal 10 UU No 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang.126 

Dalam kasus yang sama, pelaku yang bernama Kevin 

Lime juga melakukan modus penipuan yang sama, yakni 

menawarkan investasi suntikan modal pengadaan alat 

kesehatan untuk alat pelindung diri Covid-19 pada tahun 

2021. Pelaku dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 

Pasal 378 KUHP dengan kurungan 3 tahun 10 bulan penjara, 

tetapi Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

memberikan putusan membebaskan pelaku dengan dalil 

bahwa perbuatan pelaku merupakan ranah perdata dan tidak 

masuk ranah pidana.127 

Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan pengajuan 

kasasi ke Mahkamah Agung dan akta memori kasasi tersebut 

 
126 Rinaldo, “Polri Terima 141 Aduan Korban Penipuan Investasi Alkes, 

Kerugian Rp 362 Miliar,” Liputan6.com, 2021, 

https://www.liputan6.com/news/read/4831613/polri-terima-141-aduan-korban-

penipuan-investasi-alkes-kerugian-rp-362-miliar?page=2. Diakses pada 

16/04/2024 19:42 
127 Andi Saputra, “Jaksa Kasasi Atas Vonis Lepas Terdakwa Kasus 

Investasi Alkes Bodong,” detiknews.com, 2022, https://news.detik.com/berita/d-

6277130/jaksa-kasasi-atas-vonis-lepas-terdakwa-kasus-investasi-alkes-bodong. 
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diserahkan kepada panitera muda pidana Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 

Dan permohonan kasasi dari penuntut umum dikabulkan oleh 

Mahkamah Agung dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan 

dikarenakan terbukti telah melanggar Pasal 378 KUHP. 

B. Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Skema 

Binary Option Melalui Platform Quotex 

Pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya di 

bidang financial technology membuat masyarakat semakin 

mudah untuk mengakses segala hal yang tersedia di jaringan 

online. Kemudahan mengakses segala hal di jaringan online 

(internet) dimanfaatkan oleh beberapa pelaku kejahatan yang 

mengambil kesempatan untuk menguntungkan dirinya. 

Cepatnya perkembangan teknologi jaringan (internet) 

yang tidak diimbangi dengan kualitas pengawasan dan 

penyaringan atas konten dan produk oleh Kementerian yang 

bertanggung jawab atas hal tersebut, dijadikan sebagai 

kesempatan oleh beberapa oknum untuk melakukan tindak 

kejahatan yang bisa merugikan masyarakat maupun negara. 

Dalam hal ini peneliti terfokus pada pembahasan 

mengenai kejahatan penipuan berkedok investasi melalui 

platform trading quotex yang dilakukan oleh DI, yang 

menyebabkan kerugian pada masyarakat sekitar lebih dari 

Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah)128. 

 
128 “Kronologi Doni Salmanan Rugikan Rp 24 M Hingga Korban 

Ngamuk,” CNBC INDONESIA, 2022, 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20221216111541-17-397502/kronologi-
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Guna memperlancar modus operandi yang dilakukan 

oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan, pelaku 

menggunakan sosial media untuk melakukan promosi 

(affiliate) terhadap aplikasi quotex tersebut secara masif baik 

melalui instagram yang bernama @donisalmanan ataupun 

akun youtube yang bernama KING SALMANAN dengan 

memberikan postingan (konten) yang memasarkan platform 

quotex. 

Pelaku melakukan sebuah flexing (pamer) dalam 

bentuk kebaikan untuk meyakinkan korban supaya tertarik 

dan dapat mengikuti cara dan gaya hidup yang dilakukan oleh 

pelaku (DI), baik dalam kehidupan sehari-hari maupun cara 

pelaku mendapatkan uang (kesuksesan) yang besar dalam 

waktu yang singkat. 

Dibalik kesuksesan yang ditampilkan oleh pelaku di 

sosial media, pelaku memiliki latar belakang kehidupan yang 

cukup sederhana dan juga hanya menempuh jenjang 

pendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD). Pelaku juga 

pernah menjadi tukang parkir dan sebagai office boy di salah 

satu bank untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak saat 

itu pelaku memiliki motivasi yang tinggi untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaku mencoba 

menjadi seorang pemain top pada salah satu game online 

ternama dan mencoba menjadi seorang youtuber trading.129 

 
doni-salmanan-rugikan-rp-24-m-hingga-korban-ngamuk?page=all. Diakses pada 

21/04/2024 23:0 
129 Rifan Aditya, “Profil Doni Salmanan, Youtuber Sukses Pernah Jadi 

Tukang Parkir,” suara.com, 2021, 



102 
 

 

Dalam beberapa konten youtube pelaku DI memulai 

kegiatan trading pada tahun 2018 dengan modal sebesar 

Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian 

mendapatkan keuntungan sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh 

delapan juta rupiah). Hal tersebut lah yang dijadikan pelaku 

sebagai menarik para korban untuk bergabung bersama 

pelaku. 

Dengan latar belakang yang sederhana, membuat 

pelaku mendapatkan atensi yang besar dari masyarakat atas 

pencapaian yang sudah dicapai dalam usia yang masih cukup 

muda. Pelaku (DI) juga selalu membangun framing bahwa 

dirinya merupakan seorang yang dermawan dan memiliki jiwa 

sosial yang sangat tinggi, sehingga hal ini dapat dengan 

mudah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap 

pelaku tersebut. 

Kepercayaan yang sudah dibangun oleh pelaku (DI) 

menjadikan modal utama dalam membangun pondasi utama 

untuk menjalankan modus investasi dalam bentuk trading 

yang ditawarkan melalui platform quotex. Pelaku melakukan 

kerjasama dengan sebuah platform yang memiliki skema 

binary option yang bernama quotex, atas kerjasama tersebut 

pelaku mendapatkan keuntungan yang besar dari setiap 

korban yang berhasil mendaftar dan menginvestasikan 

uangnya di platform quotex. 

Pelaku selalu menyampaikan ataupun mengajak dalam 

setiap konten baik instagram maupun akun youtube untuk 

 
https://www.suara.com/entertainment/2021/05/11/214252/profil-doni-salmanan-

youtuber-sukses-pernah-jadi-tukang-parkir. Diakses pada 13/05/2024 22:25 
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melakukan kegiatan investasi (trading) melalui link website 

yang sudah disediakan oleh pelaku, sehingga setiap transaksi 

yang dilakukan oleh korban akan memberikan komisi kepada 

pelaku sebesar 80% dari setiap transaksi loss (kalah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam gambar tersebut sudah terlihat jelas, bahwa 

pelaku dengan secara masif memberikan penawaran sekaligus 

kalimat ajakan kepada para korban untuk bergabung 

melakukan registrasi dan trading pada platform quotex, 

perbuatan pelaku tersebut dilakukan dengan secara sadar dan 

dilakukan secara terang-terangan melalui media elektronik 

atau dalam hal ini melalui sosial media youtube untuk 

Gambar 3.2 Doc. Pribadi Ajakan Pelaku Untuk 
Melakukan Pendaftaran Pada Platform Quotex 
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mendapatkan keuntungan dari program afiliator yang sudah 

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. 

Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh Direktur 

Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Asep Edi 

Suheri pada tanggal 15 Maret 2022 yang mengatakan bahwa 

pelaku (DI) mendapatkan keuntungan dari kekalahan para 

korban sekitar 80%. Pada hal yang lain, DI juga tidak 

melakukan kegiatan trading pada website ataupun platform 

quotex. DI hanya menjadi afiliator untuk mendapatkan 

keuntungan secara cepat dari member (korban) yang 

melakukan transaksi melalui website platform quotex.130 

DI didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada 

pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bale 

Bandung dengan dakwaan berlapis, dimulai dari pasal tentang 

Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Pasal 45 ayat (1) 

jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian 

Tindak Pidana Penipuan (387 KUHP) dan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2010) dengan hukuman pidana penjara selama tiga 

belas tahun penjara dengan denda sepuluh milyar rupiah dan 

barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada korban dan 

apabila terdapat sisa rampasan maka diambil oleh negara. Dan 

terdakwa diajukan dengan dakwaan kumulasi alternatif yang 

 
130 Tim DetikJabar, “Doni Salmanan Bebas Dari Jerat Miskin Usai Aset 

Miliarannya Dikembalikan,” detik.com, 2022, 

https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6464931/doni-salmanan-

bebas-dari-jerat-miskin-usai-aset-miliarannya-dikembalikan. Diakses pada 

22/04/2024 16:15 
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artinya hakim dapat memilih beberapa dakwaan untuk 

dibuktikan dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan 

lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.131 

Kemudian pada putusan di tingkat Pengadilan Negeri 

Bale Bandung hakim hanya memberikan jeratan Pasal 45A 

ayat 1 jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan hukuman kepada DI selama empat tahun 

penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar 

rupiah).132 

Dalam putusan tingkat pertama tersebut hakim juga 

tidak melakukan penyitaan terhadap aset kendaraan hingga 

rumah mewah milik pelaku. Dalam amar putusan tingkat 

pertama tersebut hakim memberikan alasan bahwa Aset-aset 

tersebut terdiri dari kendaraan, uang, hingga sertifikat rumah. 

Hakim menjelaskan aset tersebut tak disita lantaran aset yang 

didapat DI sebagai afiliator aplikasi quotex tersebut bukan 

 
131 Cahyo Tri Laksono and Gelar Ali Ahmad, “Disparitas Putusan Hakim 

Kasus Affiliator Binary Option Doni Salmanan Dibandingkan Dengan Indra 

Kenz,” Jurnal UNESA 1, no. 3 (2023): 212. 
132 Tito Dirhantoro, “Banding Usai Divonis 4 Tahun Penjara, Hukuman 

Doni Salmanan Malah Diperberat Jadi 8 Tahun Bui,” Kompas.com, 2023, 

https://www.kompas.tv/nasional/380989/banding-usai-divonis-4-tahun-penjara-

hukuman-doni-salmanan-malah-diperberat-jadi-8-tahun-bui. Diakses pada 

22/04/2024 23:12. 
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merupakan hasil tindak pidana. Terlebih, hakim menilai 

regulasi trading dan binary option belum jelas.133 

Kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Pelaku (DI) 

merasa belum puas atas hasil yang diberikan oleh majelis 

hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan 

mengajukan permohonan banding atas perkara tersebut 

kepada Pengadilan Tinggi Bandung untuk mendapatkan 

kepastian hukum selanjutnya. 

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima 

permintaan banding jaksa penuntut umum dan pelaku atas 

putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 

576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Dalam putusan tersebut DI dijerat 

Pasal 45A ayat 1 jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik karena dinyatakan bersalah telah menyebarkan 

berita bohong menyesatkan dan mengakibatkan kerugian 

konsumen sebagaimana dakwaan kesatu pertama.134 

Namun, pada putusan di tingkat banding pada PT 

Bandung memutuskan vonis lebih berat terhadap terdakwa 

 
133 Yuga Hassani, “Vonis Ringan Doni Salmanan: Tuntutan 13 Tahun Bui 

Tapi Hukuman 4 Tahun,” detiknews.com, 2022, 3, 

https://news.detik.com/berita/d-6463579/vonis-ringan-doni-salmanan-tuntutan-

13-tahun-bui-tapi-hukuman-4-tahun/3. Diakses pada 22/04/2024 23:37. 
134 Irfan Kamil and Novianti Setuningsih, “MA Tolak Kasasi Doni 

Salmanan,” Kompas.com, 2023, 

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/21/10524731/ma-tolak-kasasi-doni-

salmanan. Diakses pada 23/04/2024 00:20. 
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(DI), DI juga dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010, atau 

dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam dakwaan kedua 

pertama. Vonis yang awalnya hanya empat tahun penjara 

menjadi delapan tahun dan denda satu miliar. Kemudian 

semua aset harta benda milik pelaku disita untuk negara, 

putusan ini sesuai dengan dakwaan alternatif yang diajukan 

oleh jaksa penuntut umum. 

Setelah putusan Pengadilan Tinggi mengucapkan amar 

putusan, para pihak berperkara baik dari jaksa penuntut umum 

maupun pelaku merasa belum puas atas putusan yang 

diberikan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tinggi 

Bandung, para pihak tersebut mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung untuk mendapatkan kepastian hukum yang 

lebih kuat, tetapi hakim pada Mahkamah Agung menolak 

dengan tegas atas kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum 

dan juga pelaku (DI).135 

Selain kasus penipuan investasi skema binary option 

yang dilakukan oleh pelaku DI melalui platform quotex, 

terdapat juga satu kasus penipuan dengan metode yang sama 

dan menggunakan skema yang sama tetapi hanya berbeda 

platform menggunakan Binomo. Seorang influencer bernama 

IK alias Indra Kesuma juga melakukan praktik yang sama 

seperti DI yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

sebesar Rp.83.365.707.894,- (delapan puluh tiga miliar tiga 

ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus 

 
135 Kamil and Setuningsih. 
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sembilan puluh empat rupiah).136 Pengadilan Negeri 

Tangerang menjatuhkan sanksi kepada IK divonis bersalah 

atas perbuatannya dan terbukti melanggar Pasal 45A ayat (1) 

jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang dengan vonis 10 tahun penjara dan denda 

Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan seluruh aset yang 

dimiliki IK disita seluruhnya dirampas untuk negara.  

Apabila dilihat melalui skema (pola) secara singkat 

perbuatan tindak pidana penipuan berkedok investasi skema 

binary option yang dilakukan oleh pelaku seperti DI dan IK 

adalah sebagai berikut:  

 
136 “Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui Dan Aset 

Dirampas Negara,” detiknews.com, 2022, https://news.detik.com/berita/d-

6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-

dirampas-negara/2. Diakses pada 23/04/2024 10:53 
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Pelaku 
Indra Kenz

Pelaku join program 
affiliator platform 

Binomo

Melakukan flexing di 
media sosial

Melakukan 
promosi di 

berbagai sosial 
media

Mengajak korban 
untuk mendaftar 
melalui link yang 
sudah disediakan 

pelaku

Diarahkan melalui grup 
telegram untuk 

melakukan trading.

Pelaku 
Doni 

Salmanan

Pelaku join program 
affiliator platform 

Quotex

Melakukan flexing di 
media sosial

Melakukan 
promosi di 

berbagai sosial 
media

Mengajak korban 
untuk mendaftar 
melalui link yang 
sudah disediakan 

pelaku

Diarahkan melalui grup 
telegram untuk 

melakukan trading.

Skema 3.1 Cara Pelaku IK Melakukan Kegiatan Penipuan Berkedok Investasi 

Skema 3.2 Cara Pelaku DS Melakukan Kegiatan Penipuan Berkedok Investasi 
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C. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi 

Negara berkembang seperti Indonesia sangat 

berpotensial untuk melakukan investasi bisnis melalui 

jaringan online, selain masyarakat Indonesia yang sedang 

berkembang dan tumbuh perekonomiannya, jumlah penduduk 

Indonesia yang relatif besar menjadi faktor terpenting dalam 

pergerakan investasi online. Investasi dalam bentuk digital 

yang sering disebut investasi online yang merupakan salah 

satu aspek yang muncul dari perkembangan teknologi dan 

informasi ini cukup menarik bagi sebagian kalangan. Generasi 

milenial adalah salah satu dari banyak kelompok sosial yang 

mulai bereksperimen dengan terobosan baru ini. 

Investasi secara online dinilai lebih efisien dari segi 

waktu, cara penggunaan, dengan hanya menggunakan 

smartphone dan juga memiliki uang untuk melakukan 

kegiatan tersebut. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh 

para penyelenggara atau dalam hal ini aplikasi investasi digital 

(financial technology) menjadikan peluang tersebut banyak 

dimanfaatkan oleh para pengguna investasi online tersebut. 

Dibalik kemudahan yang ditawarkan, kegiatan investasi 

online kepada para penggunannya mengakibatkan timbulnya 

suatu kejahatan yang merugikan para korban baik dengan cara 

melakukan penipuan ataupun tindakan yang berpotensi 

menimbulkan kerugian bagi para korban. 

Pelaku kejahatan penipuan berkedok investasi seperti 

yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya memang 

selayaknya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan 

perbuatannya, mengingat Indonesia merupakan negara hukum 
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yang juga tercantum dengan tegas dalam UUD 1945 Pasal 1 

ayat (3), apabila terjadi sebuah perbuatan yang bertentangan 

dengan aturan hukum maka perlu adanya 

pertanggungjawaban di depan hukum sesuai aturan 

perundang-undangan yang berlaku.137 

Peraturan yang mengatur tentang tindakan penipuan 

tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

dalam Bab XXV Pasal 378 yang berbunyi “Barang siapa 

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu 

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 

rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk 

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 

memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam 

karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun”. 

Kemudian jika dilihat dari peraturan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang baru disahkan pada tahun 2023 

dan akan digunakan pada tahun 2026 mendatang, tindak 

pidana penipuan dalam KUHP baru tercantum dalam Bab 

XXVII Pasal 492 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan 

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau 

kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian 

 
137 R Rahmat, J A S Titahelu, and E Z Leasa, “Sanksi Pidana Bagi 

Influencer Yang Melakukan Penipuan Investasi Berkedok Binary Option,” 

PATTIMURA Law Study … 1 (2023): 10–11, 

https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/10100%0Ahttps://ojs3.

unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/download/10100/6319. 
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kata bohong, menggerakan orang supaya menyerahkan suatu 

barang, memberi utang membuat pengakuan utang, atau 

menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana 

denda paling banyak kategori V”. 

Dalam KUHP baru, juga mengatur jenis-jenis pidana 

yang tercantum dalam Pasal 64 yang terdiri atas pidana pokok, 

pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk 

Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-

Undang. Dalam KUHP baru, mengatur juga besaran pidana 

denda yang tercantum dalam Pasal 79 dan terbagi menjadi 

beberapa kategori, antara lain: 

a. Kategori I, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 

b. Kategori II, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

c. Kategori III, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

d. Kategori IV, Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

e. Kategori V, Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

f. Kategori VI, Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) 

g. Kategori VII, Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) 

h. Kategori VIII, Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar 

rupiah). 

Dalam hal apabila terjadi perubahan nilai uang, 

ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Jika dilihat dalam Pasal 378 KUHP hanya memberikan 

sanksi pidana yang bersifat tunggal atau imperatif yakni hanya 

terdapat satu sanksi yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun 

penjara. Kemudian apabila dilihat dalam Pasal 492 KUHP 
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Baru sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku bersifat 

bersifat alternatif, yang berarti terdapat pilihan sanksi antara 

hukuman pidana penjara atau pidana denda yang tercantum 

dalam bunyi Pasal tersebut. 

Kemudian terdapat peraturan khusus diluar KUHP yang 

juga mengatur tentang tindak pidana penipuan berkedok 

investasi apabila peraturan tersebut belum dapat 

mengakomodir hukuman bagi pelaku, karena banyak sekali 

modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku salah 

satunya melalui media online guna menipu para korbannya, 

yakni Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

berbunyi. “Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau 

informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik”. 

Kemudian bunyi Pasal 45A ayat (1) UU No 1 Tahun 

2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

yakni, “setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau 
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informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 
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BAB IV 

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

PELAKU PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI 

SKEMA BINARY OPTION MELALUI PLATFORM 

QUOTEX PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN 

HUKUM PIDANA ISLAM 

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan 

Berkedok Investasi Skema Binary Option Melalui 

Platform Quotex Perspektif Hukum Positif 

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip 

negara hukum, yang berarti bahwa negara menjamin 

keamanan warganya serta menjadikan hukum sebagai 

kekuasaan tertinggi. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga 

menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai 

negara hukum sudah seharusnya untuk menegakkan prinsip 

tersebut guna keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang aman dan damai. 

Dengan menganut prinsip bahwa hukum merupakan 

kedudukan yang paling tinggi dalam kehidupan bernegara 

maupun bermasyarakat, sudah seharusnya pemerintah 

mengambil posisi yang tegas untuk melakukan perlindungan 

ataupun pencegahan terhadap suatu tindak kejahatan yang 

sudah terjadi ataupun yang akan terjadi di masyarakat umum. 

Tindak kejahatan merupakan suatu perbuatan yang 

melanggar aturan hukum yang berlaku, tindak kejahatan atau 
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biasa disebut dengan perbuatan pidana merupakan suatu 

tindakan melanggar aturan hukum yang berlaku yang 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan 

yang dilakukannya.138 

Perbuatan tindak pidana di Indonesia masih sangat 

masif terjadi di berbagai kalangan. Dinamika pelanggaran 

hukum kerap dikaitkan dengan adanya kemiskinan, dan 

kesenjangan sosial. Akan tetapi dua faktor tersebut muncul 

dengan faktor pendukung seperti lemahnya penegakan 

hukum, pelanggaran dianggap sebagai hal biasa, dan juga 

masih rendahnya kepatuhan hukum dalam masyarakat.139 

Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan oleh 

seseorang untuk melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, 

merampok dengan kekerasan, dan juga penipuan. Seperti 

halnya tindak pidana penipuan berkedok investasi yang 

dilakukan oleh beberapa influencer terkenal seperti DI dan IK. 

Dalam sistem pidana di Indonesia, dikenal dengan 

konsep pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban 

pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah 

seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan 

pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya 

serta telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam 

 
138 Dr. Fitri Wahyuni, S.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, 37. 
139 Tim Hukum Online, “3 Alasan Terjadinya Pelanggaran Hukum Di 

Indonesia,” hukumonline.com, 2023, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengapa-terjadi-pelanggaran-hukum-

lt62a6ec2f3179c/?page=all. Diakses pada 01/05/2024 00:18 
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peraturan perundang-undangan.140 Kemudian menurut Van 

Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu 

keadaan normal psikis dan kemahiran yang dimiliki oleh 

seorang pelaku tindak pidana dan menyadari perbuatan yang 

dilakukannya.141 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban 

pidana apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan dan sudah memenuhi unsur-

unsur yang sudah ditetapkan. 

Dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok 

investasi yang melalui skema binary option yang dilakukan 

oleh seorang influencer seperti DI dan IK yang dilakukan 

dengan secara sengaja dan dalam keadaan sadar melakukan 

perbuatan tersebut, dan menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat maupun negara maka dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana atas perilaku yang sudah 

diperbuat. 

Tindak pidana penipuan berkedok investasi dengan 

skema binary option sudah banyak menimbulkan kerugian di 

tengah masyarakat, khususnya pada platform quotex yang 

melibatkan seorang influencer atau dalam dunia trading 

binary option lebih dikenal dengan sebutan afiliator yang 

bernama DI menyebabkan masyarakat mengalami kerugian 

sekitar Rp.24.000.000.000,- (dua empat puluh miliar 

 
140 Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia 

(Yogyakarta: Liberty, 1987), 75. 
141 Dr. Fitri Wahyuni, S.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, 67. 
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rupiah).142 Kemudian terdapat kasus serupa yang melibatkan 

seorang afiliator ternama yang bernama IK yang melakukan 

penipuan melalui platform Binomo, pelaku tersebut 

menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar 

Rp.83.365.707.894,- (delapan puluh tiga miliar rupiah tiga 

ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus 

sembilan puluh empat rupiah).143 

 Skema Binary option (opsi biner) merupakan suatu 

jenis perdagangan yang hanya memiliki dua kemungkinan, 

yakni benar atau salah. Platform binary option ini biasanya 

menggunakan mekanisme biner naik atau turun suatu harga 

aset atau harga komoditi yang mendasarinya, seperti index, 

forex, produk derivative market.144 

Platform opsi biner seperti Binomo, yang tampaknya 

merupakan skema investasi, sebenarnya beroperasi mirip 

dengan judi online yang cenderung mengakibatkan kerugian. 

Kesuksesan platform seperti quotex dan binomo dipicu oleh 

afiliator yang berkedok broker, mempromosikan platform ini 

dengan cara yang menarik minat investasi. Afiliator ini sering 

memamerkan kekayaan yang didapat dengan cepat untuk 

menarik perhatian orang. Peran afiliator dalam 

mempromosikan opsi biner seperti quotex dan binomo lebih 

 
142 “Kronologi Doni Salmanan Rugikan Rp 24 M Hingga Korban 

Ngamuk.” 
143 “Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui Dan Aset 

Dirampas Negara.” 
144 Rila Kusumaningsih, “Analisa Hukum Peran BAPPEBTI Terhadap 

Affiliator Dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading,” Sultan 

Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum 3, no. 1 (2023): 92. 
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kepada pengenalan dan edukasi platform tanpa memberikan 

nasihat atau jaminan investasi.145 

Skema binary option sering kali dikaitkan dengan 

perdagangan berjangka atau future trading. Perdagangan 

berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan 

margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan 

kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak 

derivatif lainnya.146 

Dalam Opsi Biner sendiri memiliki perbedaan jika 

dilihat melalui risiko, metode pembayaran, keuntungan, dan 

proses investasi. Terlebih, dalam kegiatan trading opsi biner, 

trader tidak memiliki hak atas suatu aset tertentu melainkan 

mereka hanya menebak harga aset tersebut dalam suatu 

periode. Tidak seperti kegiatan investasi pasar yang dilakukan 

melalui bursa efek, opsi biner kebanyakan dilakukan melalui 

broker perseorangan atau individu itu sendiri. 

Kemudian apabila merujuk pada Pasal 1 Peraturan 

Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi diatur terkait 

Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan 

tidak terdapat binary option didalamnya. Dalam hal ini 

 
145 Hanif, Suzanalisa, and Zachman, “Pertanggung Jawaban Pidana 

Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Perspektif Hukum 

Indonesia,” 48. 
146 Fajar Ramadani, “Keberadaan Binary Option Ditinjau Dalam 

Perspektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia” 13, no. 1 (2024): 4. 
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Bappebti selaku regulator pengawas perdagangan berjangka 

komoditi mengatur bahwa binary option merupakan sebuah 

kegiatan yang ilegal dan setiap kegiatan transaksi yang 

dilakukan tidak akan terlindungi oleh aturan hukum yang 

berlaku.147 

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah jelas bahwa 

kedudukan binary option di Indonesia tidak memiliki dasar 

hukum yang kuat, bahkan skema binary option sama sekali 

tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi di Indonesia. 

Apabila suatu saat terdapat perselisihan antara seorang trader 

(nasabah) dengan penyedia platform binary option seperti 

quotex dan binomo maka tidak akan memiliki kedudukan 

hukum yang kuat. 

Meskipun binary option tidak memiliki dasar hukum 

yang kuat, hal tersebut tidak membuat para influencer seperti 

DI dan IK tidak gentar untuk menjadi afiliator pada aplikasi 

binary option, pasalnya keuntungan menjadi afiliator platform 

binary option sangat besar dan keuntungan tersebut 

didapatkan ketika seorang trader mengalami kekalahan. Pada 

pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa keuntungan 

menjadi seorang afiliator sebesar 50%-80% dari setiap 

kekalahan seorang trader yang melakukan transaksi pada 

platform tersebut. Hal tersebut menjadikan seorang influencer 

sangat masif untuk mempromosikan platform binary option 

ke masyarakat luas. 

 
147 Lestari and Arifin, “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi 

Dan Trading,” 28. 
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Terjerumusnya masyarakat ke dalam jebakan ataupun 

tipuan yang dilakukan oleh seorang afiliator di platform 

binary option menjadikan penegakan hukum atas tindakan 

tersebut harus diberikan hukuman yang setimpal. Salah satu 

penipuan investasi palsu yang dilakukan oleh influencer pada 

tahun 2020-2022 adalah penipuan investasi palsu skema 

binary option yang dipromosikan oleh Indra Kesuma alias IK 

dan DI, keduanya merupakan influencer binary option. Pada 

bulan Februari 2022, dua influencer yaitu Doni Salamanan 

dan IK ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka 

berdasarkan laporan korban yang merasa ditipu atau lebih 

tepatnya disebut atas ajakan para influencer tersebut. 

Keduanya didakwa melakukan penipuan, pencucian uang dan 

pelanggaran Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE).148 

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang 

tindak pidana penipuan, baik penipuan yang dilakukan secara 

langsung (konvensional) maupun penipuan yang dilakukan 

melalui jaringan internet (online). 

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana 

penipuan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, dalam hal ini terdapat dalam Bab XXV Pasal 378 yang 

berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 

 
148 Rahmat, Titahelu, and Leasa, “Sanksi Pidana Bagi Influencer Yang 

Melakukan Penipuan Investasi Berkedok Binary Option,” 14. 
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menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 

menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun.”. 

Kemudian apabila dilihat dari peraturan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Baru, yang akan digunakan pada 

tahun 2026 mengatur tindak pidana penipuan dalam Bab 

XXVII Pasal 492 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan 

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau 

kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian 

kata bohong, menggerakan orang supaya menyerahkan suatu 

barang, memberi utang membuat pengakuan utang, atau 

menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana 

denda paling banyak kategori V”. 

Tabel 4.1 Perbedaan Unsur-Unsur dalam KUHP Lama dan KUHP Baru 

Unsur-Unsur 

KUHP Lama KUHP Baru 

Barang Siapa Setiap Orang 

Menguntungkan diri sendiri Menguntungkan diri sendiri 

Dengan melawan hukum Dengan melawan hukum 

Membujuk atau 

menggerakkan orang lain 

dengan memakai nama 

palsu, kedudukan palsu, 

Membujuk atau 

menggerakkan orang lain 

dengan memakai nama 

palsu, kedudukan palsu, 
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rangkaian kata bohong, dan 

tipu muslihat. 

rangkaian kata bohong, dan 

tipu muslihat. 

Berdasarkan pemaparan dalam tabel tersebut, tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara KUHP Lama dan 

KUHP Baru. Hanya terdapat di perbedaan diksi kalimat awal 

dalam pasal tersebut, yakni dalam Pasal 378 berbunyi barang 

siapa kemudian dalam Pasal 492 berubah menjadi Setiap 

Orang. Makna kata Barang Siapa dalam KUHP Lama 

merujuk kepada perseorangan saja, sedangkan kata Setiap 

Orang merujuk pada perbuatan orang-perorangan atau 

korporasi. Dikarenakan dalam KUHP Lama belum mengenal 

korporasi sebagai subjek hukum, sedangkan dalam KUHP 

Baru sudah mengenal korporasi dalam subjek hukum.149 

Dalam peraturan tersebut sudah jelas menegaskan 

bahwa pelaku tindak pidana penipuan dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara 

melawan hukum, dan menggunakan tipu muslihat ataupun 

rangkaian kebohongan dihukum 4 (empat) tahun penjara, 

sedangkan dalam KUHP Baru terdapat pidana alternatif yakni 

pidana denda paling banyak kategori V. 

Peraturan tersebut hanya mengakomodir tindak pidana 

penipuan yang dilakukan secara langsung (konvensional) dan 

belum mengakomodir tindak pidana penipuan yang dilakukan 

melalui jaringan internet (online), karena pada umumnya 

pelaku tindak pidana penipuan juga melakukan modus 

 
149 Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Ddalam Peraturan 

Perundang-Undangan Di Indonesia,” Hukum PRIORIS 3, no. 3 (2013): 123. 
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operandinya melalui sarana media online, seperti instagram, 

youtube, whatsapp, dan bahkan media sosial lainnya.150 

Dengan demikian, sangat diperlukan payung hukum 

yang jelas tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan 

melalui media elektronik. Oleh sebab itu, pemerintah 

mengatur undang-undang khusus diluar KUHP yang 

mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE). Tindak pidana penipuan yang menggunakan media 

elektronik diatur dalam UU ITE Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 

28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Tindak pidana penipuan berkedok investasi skema 

binary option yang dilakukan oleh DI dan IK merupakan salah 

satu contoh tindak pidana penipuan yang besar dan 

menimbulkan kerugian yang besar pula bagi masyarakat. 

Setelah merasa dirugikan, para korban melaporkan influencer 

atau afiliator tersebut kepada pihak yang berwenang untuk 

diberikan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. 

 

 

 

 
150 Kumaat, Palilingan, and Pinangkaan, “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal,” 5. 
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Tabel 4.2 Perbandingan Tuntutan dan Putusan Antara DI Dengan IK Dalam 
Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi di Pengadilan Tingkat 

Pertama (PN) 

 Tuntutan Putusan Hakim 

DK Dakwaan Kesatu 

Pasal 45 ayat (1) jo 

Pasal 28 ayat (1) UU 

No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

sebagaimana diubah 

dengan Undang-

Undang no. 19 Tahun 

2016 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 

11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

jo Pasal 378 KUHP. 

Dakwaan Kedua 

Pasal 3 UU No. 8 

Tahun 2010 tentang 

TPPU atau 

sebagaimana diatur 

dan diancam pidana 

dalam Pasal 4 UU No. 

Pasal 45A ayat (1) jo 

Pasal 28 ayat (1) UU 

No. 19 Tahun 2016 

tentang perubahan atas 

UU No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

dengan dengan 

hukuman selama 

empat tahun penjara 

dan denda sebesar 

Rp.1.000.000.000,- 

(satu miliar rupiah) 
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8 Tahun 2010 tentang 

TPPU. 

IK Dakwaan Pertama 

Kesatu 45 ayat (2) jo 

Pasal 27 ayat 2 UU 

No 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan 

Atas UU No 11 Tahun 

2008 tentang ITE. 

Kedua 45 ayat (1) jo 

Pasal 28 ayat 1 UU 

No 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan 

Atas UU No 11 Tahun 

2008 tentang ITE. 

Ketiga Pasal 378 

KUHP tentang 

Penipuan 

Dakwaan Kedua 

Pertama Pasal 3 UU 

No.8 Tahun 2010 

tentang TPPU 

Kedua Pasal 4 UU 

No.8 Tahun 2010 

tentang TPPU 

Pasal 45A ayat (1) jo 

Pasal 28 ayat (1) UU 

No. 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas 

UU No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik jo 

Pasal 3 UU No.8 Tahun 

2010 tentang 

Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian 

Uang dengan hukuman 

pidana penjara selama 

sepuluh tahun dan 

denda sebesar 

Rp.5.000.000.000,- 

(lima miliar rupiah) 
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Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada tabel 

tersebut terdapat perbedaan dalam amar putusan yang dijatuhi 

oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan untuk 

tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada 

dua pelaku tersebut juga terdapat kesamaan yakni dituntut 

dengan perbuatan penipuan dan penyebaran informasi bohong 

yang menimbulkan kerugian melalui media elektronik. 

Kemudian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis 

Hakim yakni DI hanya dihukum karena melanggar Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tercantum 

dalam Pasal 28 ayat (1), sedangkan IK dihukum karena 

melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan juga dihukum karena melanggar Undang-

Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana 

penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) ataupun peraturan khusus diluar KUHP 

terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan penipuan 

berkedok investasi, yakni: 

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, tindak 

pidana penipuan diatur dalam Bab XXVII Pasal 492 

Tindak Pidana Perbuatan Curang. Menurut Pasal 492 

setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan 

memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan 

tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakan 

orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, 
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membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, 

dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak 

kategori V. 

Kemudian terdapat beberapa unsur yang terdapat 

di dalam Pasal 492 KUHP tersebut tentang tindak pidana 

penipuan, antara lain yaitu: 

a. Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri 

atau orang lain secara melawan hukum. 

Setiap orang yang mencoba meraih keuntungan 

yang dikehendaki oleh pelaku baik untuk dirinya 

sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan 

hukum yang bersifat bertentangan dengan kepatutan 

dalam pergaulan masyarakat.151 

b. Menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak 

penipuan (tipu muslihat, berbohong, kedudukan 

palsu, dan menggunakan nama palsu). 

Tipu muslihat merupakan tindakan yang 

sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan rasa 

percaya seseorang atau memberikan kesan pada orang 

yang digerakkan, seolah-olah keadaan yang 

disampaikan sesuai dengan kebenaran. Kemudian 

berbohong, berbohong merupakan suatu ucapan yang 

bertentangan dengan kebenaran, sedangkan rangkaian 

 
151 Alba Liliana Sanchez, Mustaqim Mustaqim, and Agus Satory, 

“Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-

Undang No.42/2009 Dan Undang-Undang No25/2007,” Borneo Law Review 4, 

no. 2 (2020): 81. 



129 
 

 

kata-kata bohong adalah serangkaian kata yang sudah 

dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga kata-kata 

tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan 

yang lain dan dapat menimbulkan kesan keadaan yang 

sebenarnya, kata-kata tersebut menjadi saling 

membenarkan satu sama lain, padahal semuanya itu 

sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.152 

c. Membujuk seseorang untuk melakukan penyerahan 

suatu barang, memberi utang, ataupun menghapus 

piutang. 

Membujuk ataupun menggerakan seseorang 

guna melakukan penyerahan suatu barang, maupun 

memberikan untang ataupun menghapus piutang 

dengan maksud menguntungkan pribadi dan 

dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku 

dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan. 

2. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1). Berdasarkan 

Pasal 28 ayat (1) bahwa setiap orang dengan sengaja 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi 

pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam 

transaksi elektronik. Adapun hukuman yang diberikan atas 

 
152 Tulangow J, W Assa, and Y Aguw, “Penerapan Sanksi Hukum Bagi 

Pelaku Penipuan Investasi Online,” Lex Administratum 6, no. 1 (2022): 10. 
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pelanggaran Pasal 28 ayat (1) terdapat dalam Pasal 45A 

ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang 

dengan sengaja mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau 

informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

materiel bagi konsumen dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 

Kemudian terdapat beberapa unsur yang terdapat di 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.1 Tahun 2024 yang terdiri 

dari: 

a. Unsur objektif, maksud dari unsur objektif yakni 

suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

melawan hukum.153 

1. Perbuatan mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan 

2. Yang disebarkan merupakan pemberitahuan 

bohong atau informasi yang menyesatkan 

3. Menimbulkan kerugian bagi konsumen. 

b. Unsur subjektif, merupakan unsur-unsur yang 

melekat pada diri pelaku yang terkandung di dalam 

hatinya.154 

 
153 Fathurrachman and Dian Alan Setiawan, “Pertanggungjawaban Pidana 

Bagi Pelaku Affiliator Terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau Dari UU 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 1015. 
154 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2013), 193 
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1. Unsur kesalahan, yakni dengan sengaja 

mendistribusikan atau mentransmisikan 

pemberitahuab bohong dan menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian dalam transaksi 

elektronik. 

2. Perbuatan melawan hukum.155 

Dengan demikian seseorang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana haruslah memenuhi 

persyaratan dan unsur-unsur yang terdapat di dalam 

peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas hukum 

yang berlaku.  

Berdasarkan rumusan unsur-unsur yang terdapat 

dalam Pasal 492 KUHP Baru, maka perbuatan tindak 

pidana yang dilakukan oleh seorang influencer ataupun 

afiliator seperti DI dan IK telah memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 492 

KUHP, tetapi Pasal tersebut tidak dapat dipakai untuk 

menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui media 

elektronik (online) dikarenakan terdapatnya suatu 

kekurangan dalam pembuktian objek tindakan tersebut, 

yakni melalui media elektronik (online) untuk melakukan 

penipuan tersebut, dan pasal tersebut juga masih memiliki 

pemahaman yang sangat umum yaitu diperuntukan untuk 

hal yang terjadi di alam nyata, sedangkan tindak pidana 

penipuan berkedok investasi melalui platform quotex 

 
155 Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 

Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” 7. 
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menggunakan sarana media elektronik sebagai 

penggeraknya.156  

Berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam 

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut memang tidak secara 

khusus mengatur tindak pidana penipuan berkedok 

investasi skema binary option melalui platform digital, 

tetapi dalam UU ITE tersebut mengatur tentang berita 

bohong dan penyesatan informasi melalui media 

elektronik (internet) dan adanya tindakan yang merugikan 

konsumen dari transaksi elektronik. Jika dilihat pada 

pembahasan sebelumnya terkait bagaimana skema binary 

option dilakukan dan disebarluaskan, maka Pasal 28 ayat 

(1) memenuhi semua unsur-unsur perbuatan tindak pidana 

penipuan berkedok investasi skema binary option melalui 

platform quotex (digital). 

Dengan demikian penerapan Pasal 492 KUHP 

masih kurang efektif jika diterapkan untuk memberikan 

sanksi kepada pelaku kejahatan penipuan investasi melalui 

media elektronik yang dilakukan secara online. 

Dikarenakan komponen yang tercantum pada Pasal 492 

KUHP belum menjangkau tindak pidana penipuan yang 

dilakukan secara online sebab hanya dirumuskan secara 

 
156 Ida Bagus Dwi Parama Putra and Putu Angga Pratama Sukma, 

“Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli 

Online,” Jurnal Hukum Mahasiswa 04, no. 1 (2024): 1488. 
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konvensional, yakni tindak pidana penipuan yang 

dilakukan secara langsung dan tidak melalui media 

elektronik (internet). Dan dalam mengungkapkan tindak 

pidana melalui sarana media elektronik (internet) maka 

juga dibutuhkan alat bukti yang dokumen ataupun 

informasi elektronik yang sah menurut hukum, oleh sebab 

itu berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP 

tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana 

tidak mengenal ataupun menjelaskan bahwa dokumen atau 

informasi elektronik dianggap sebagai suatu hal yang 

dianggap sah menurut hukum. Oleh sebab itu, menurut 

hemat peneliti bahwa Pasal 492 KUHP belum tepat apabila 

dijadikan dasar hukum sebagai pertanggungjawaban 

pidana penipuan investasi skema binary option melalui 

platform quotex. 

Dengan terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan semua unsur-unsur 

pertanggungjawaban pidana yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, maka pelaku tindak pidana penipuan 

berkedok investasi melalui platform digital dalam hal ini 

platform quotex dikenakan pertanggungjawaban pidana 

atas perbuatannya Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “setiap 

orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau 

informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
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materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik”, 

kemudian untuk sanksi tindak pidananya dirumuskan 

dalam Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi “setiap orang 

yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau 

informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu 

miliar rupiah). 

Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaku 

pidana penipuan berkedok investasi skema binary option 

melalui platform quotex dikenakan Pasal 45A ayat (1) jo 

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu 

miliar rupiah). 

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan 

Berkedok Investasi Skema Binary Option Melalui 

Platform Quotex Perspektif Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam dalam istilah fikih disebut dengan 

jinayat atau jarimah. Jarimah berasal dari bahasa arab  )جريمة( 

yang memiliki arti atau perbuatan dosa. Dalam terminologi 
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Islam, jarimah memiliki arti segala perbuatan yang dilarang 

menurut syara’ dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik 

dalam bentuk hukuman yang sudah jelas ketentuannya 

ataupun hukuman yang belum jelas ketentuan sanksinya.157 

Dalam agama Islam sangat mengharamkan segala 

bentuk perbuatan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana 

penipuan. Karena perbuatan menipu merupakan kejahatan 

yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi 

orang lain dengan menggunakan tipu daya ataupun melawan 

hak demi memperoleh keuntungan yang besar bagi dirinya 

pribadi, baik berbentuk barang maupun uang.158 

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana 

penipuan belum diatur secara eksplisit dalam al-quran 

maupun sunnah. Apabila dilihat dari perbuatan dan unsur yang 

terdapat dalam penipuan, maka bisa didekatkan kepada suatu 

perbuatan yang sudah diatur dalam Islam, yakni: ghulul, 

dusta, dan khianat. Oleh karena itu tindak pidana penipuan 

secara umum bisa didekatkan dengan kebohongan (dusta) 

karena dapat merugikan orang lain.159 

Dusta adalah suatu perbuatan bohong yang 

menimbulkan kerusakan pada dirinya dan dapat menimbulkan 

kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang 

dilakukan bukan karena terpaksa. Dengan demikian, tindak 

 
157 Sunarto Sunarto, “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam 

Perspektif Al-Qur’an,” Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi 

Agama Islam 19, no. 1 (2020): 98. 
158 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7. 
159 Hasibuan|, Panjaitan, and Sativa, “Tinjauan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Tindak Pidana Penipuan.” 12 
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pidana penipuan berkedok investasi skema binary option 

melalui platform quotex yang dilakukan oleh pelaku seperti 

DI dan IK dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dusta. 

Dasar hukum tidak diperbolehkan melakukan penipuan 

(dusta) dapat ditemukan di dalam ayat al-quran, seperti dalam 

Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: 

ااابِِاَآااإِلَاااٱلُْْكَّاماِاالتَِأْكُلُوا ا
نَكُماابٱِلْبََٰطِلاِااوَتُدْلُوا  لَكُماابَ ي ْ اااأمَْوََٰ

اوَلَاااتََْكُلُوٓا 

لاِاٱلنَّاساِابٱِلِْْثاِْاوَأنَتُماْاتَ عْلَمُوناَ  فَريِقًاامِ ناْاأمَْوََٰ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan 

jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud 

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu 

dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.160 

Kemudian juga terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 145 

yang berbunyi: 

 إِنَّااٱلْمُنََٰفِقِياَافِااٱلدَّرْكاِاٱلَْْسْفَلاِامِناَاٱلنَّاراِاوَلَناتََِداَالََمُاْانَصِيراًا
Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) 

pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kamu 

tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi 

mereka.161 

Jika ditelaah lebih lanjut, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 

188 menjelaskan bahwa dilarang bagi seorang muslim 

mendapatkan sesuatu (harta) dengan cara yang bathil (buruk) 

 
160 Badan Diklat dan Kementerian Agama, Al-Quran Dan 

Terjemahannya, 38. 
161 Badan Diklat dan Kementerian Agama, 136. 
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dan juga haram bagi seorang muslim merebut harta benda 

orang lain dengan cara yang dilarang oleh agama. Kemudian 

dalam Q.S. An-Nisa ayat 145 menjelaskan bahwa orang yang 

memiliki sifat munafik akan mendapatkan balasan api neraka 

yang amat kejam. 

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada 

beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana 

penipuan (dusta), antara lain sebagai berikut: 

Dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda; 

ِ , عَنْ انَّ الل  عَنْ عَبْدُ  , قاَلَ : لكُلِٰ غَا  -مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللُ لَّ صَ   –   بِٰ
 نٍ لًَ فُ  ة  رِ دْ غَ  هِ ذِ هَ  الُ قَ وْمَ القِيامَةِ يي َ دِرٍ لوَا ءٌ 

Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: Setiap penipu 

mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu 

dikatakan, “ini adalah penipuan (yang) dilakukan oleh si 

fulan”.162 

Kemudian dalam hadits Rasulullah SAW yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi; 

اآيةَااالْمُنَافِقااثَلََث اااإِذَاااحَدَّثاَااكَذَباَااوَإِذَاااوَعَداَااأَخْلَفاَااوَإِذَاا
 اؤُْتُُِناَاخَاناَ

“tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu (1) ketika 

berbicara ia dusta, (2) ketika berjanji ia mengingkari, 

dan (3) ketika ia diberi amanat ia berkhianat.”.163 

 
162 Imam AD-Darimi, Sunan Ad-Darimi, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2007), 566,  
163 Baqi, Al-Lu’lu Wal Marjan : Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan 

Muslim, 24–25. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, tindak pidana penipuan 

belum diatur secara eksplisit baik di dalam al-quran maupun 

sunnah, maka sanksi (hukuman) yang dijatuhkan kepada 

pelaku tersebut adalah hukuman jarimah ta’zir. Sehingga 

sanksi (hukuman) tindak pidana penipuan dikembalikan 

kepada ijtihad manusia atau dalam hal ini ulil amri yang 

memiliki kewenangan, agar dapat menciptakan kemaslahatan 

umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. 

Tindak pidana penipuan berkedok investasi skema 

binary option jika dilihat melalui perspektif fiqh muamalah 

erat kaitannya dengan kejahatan transaksional, Adapun 

transaksi yang dilarang dalam Islam, antara lain yaitu: 

a. Tadlis 

Tadlis memiliki arti menyembunyikan kecacatan 

ataupun menutup-tutupi kekurangan suatu barang yang 

dijual oleh seorang penjual baik dari segi kuantitas 

maupun kualitasnya. 

b. Maysir 

Maysir merupakan suatu bentuk perpindahan harta 

ataupun barang dari satu pihak ke pihak lain dalam bentuk 

permainan, yang dimana salah satu pihak tersebut 

mendapatkan keuntungan (menang) dari harta tersebut, 

dan satu pihak lainnya mengalami kekalahan (rugi). Atau 

biasa dikenal dengan perbuatan judi. 

c. Gharar 

Gharar merupakan suatu transaksi yang objeknya 

tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat 

diberikan secara langsung pada saat transaksi sehingga 
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menimbulkan ketidakpastian dan dapat merugikan salah 

satu pihak yang melakukan transaksi tersebut. 

d. Riba 

riba memiliki makna yakni suatu penambahan 

dalam suatu akad jual beli ataupun utang piutang yang 

diambil secara batil dan bertentangan dengan prinsip 

Islam. 

Dengan demikian tindak pidana penipuan berkedok 

investasi skema binary option jika dilihat dari perspektif fiqh 

muamalah merupakan suatu proses jual beli (transaksi) yang 

terlarang. Apabila merujuk kepada perbuatan transaksi yang 

dilarang oleh Islam terdapat beberapa kategori, yakni haram 

karena zatnya, dan haram selain zatnya (prosesnya) seperti 

tadlis, maysir, gharar, dan riba. Jika merujuk kepada 

pengertian kegiatan transaksi tersebut, kegiatan investasi 

skema binary option termasuk dalam transaksi yang 

mengandung gharar, dikarenakan dalam praktek skema 

binary option tidak terdapat dengan jelas objek transaksi, dan 

juga waktu daripada transaksi tersebut. Sehingga skema 

binary option termasuk jenis jual beli yang dilarang di dalam 

agama Islam. 

Kemudian jika ditelaah lebih lanjut dalam perspektif 

fiqh muamalah investasi skema binary option melalui 

platform quotex tidak termasuk dalam investasi yang diakui 

keabsahannya seperti al-mudharabah (memberikan modal 

kepada orang lain), al-muzara’ah (pengelolaan tanah yang 

menghasilkan), ash-syirkah (percampuran harta terhadap 
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orang lain.164 Skema binary option tidak termasuk dalam 

kategori jenis investasi yang diakui dalam fiqih Islam, karena 

dalam pelaksanaanya binary option hanya menebak fluktuasi 

harga mata uang asing ataupun sejenisnya yang terdapat 

dalam platform binary option tersebut. 

Sebelum memberikan uqubah kepada pelaku penipuan 

berkedok investasi skema binary option, terdapat unsur-unsur 

yang harus terpenuhi dalam hukum pidana Islam supaya dapat 

melihat apakah pelaku tersebut bisa dijatuhkan uqubah atau 

dalam pidana positif dikenal dengan pertanggungjawaban 

pidana. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:165 

a. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan 

mengancamkan hukuman terhadap perbuatannya (rukun 

syar’i). 

b. Adanya perbuatan yang membentuk jarimah, berupa 

perbuatan yang nyata (rukun maddi). 

c. Pelaku jarimah merupakan seorang yang mukallaf, yakni 

orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap 

jarimah yang dilakukan (rukun adabi). 

Apabila ditinjau dari unsur-unsur yang terdapat dalam 

hukum pidana Islam, perbuatan pelaku penipuan berkedok 

investasi seperti DI dan IK sudah memenuhi unsur-unsur 

tersebut. Pertama, dalam hukum pidana Islam terdapat rukun 

syar’i yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan 

melakukan jarimah jika sudah terdapat larangan yang tegas 

dan terdapat hukuman yang sudah ditetapkan, dalam hal ini 

 
164 Oktavia, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi,” 58. 
165 Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 111. 
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tindak pidana penipuan memang belum dijelaskan secara 

eksplisit dalam al-quran maupun sunnah, tetapi dalam 

pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tindak 

pidana penipuan bisa didekatkan dengan perbuatan dusta yang 

dimana dihukum dengan jarimah ta’zir. Apabila dilihat dalam 

perspektif hukum pidana positif terdapat dalam peraturan 

Pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, unsur 

yang pertama telah terpenuhi. 

Kedua, terdapat rukun maddi. Unsur tersebut 

merupakan perbuatan yang nyata dilakukan oleh pelaku, 

dimana dalam tindak pidana penipuan tersebut pelaku sudah 

jelas melakukan ajakan dan mempromosikan trading binary 

option tersebut. Oleh karena itu, perbuatan pelaku sudah 

memenuhi unsur kedua. 

Ketiga, terdapat rukun adabi. Unsur ini merupakan 

unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan 

jika pelaku tersebut bukan orang gila, anak dibawah umur, 

atau sedang berada dibawah ancaman. Berdasarkan bukti-

bukti dan mekanisme yang dilakukan oleh pelaku dalam 

melakukan tindak pidana tersebut maka pelaku sudah 

memenuhi rukun adabi. Para pelaku merupakan orang yang 

sehat, bukan orang gila, juga melakukan atas kesadaran diri 

sendiri. 

Dengan demikian, apabila semua unsur telah terpenuhi, 

maka pelaku penipuan berkedok investasi sudah dapat dijatuhi 

hukuman (uqubah) yang berdasarkan pada hukum pidana 
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Islam. Karena tindak pidana penipuan belum terdapat 

hukuman yang pasti baik dalam al-quran maupun sunnah, 

dengan demikian tindak pidana penipuan dikenakan jarimah 

ta’zir sebagai hukumannya. 

Dalam buku Hukum Pidana Islam karya Dr. Rokhmadi, 

M.Ag yang dikutip dari pendapatnya Abu Zahrah menjelaskan 

bahwa jarimah ta’zir merupakan tindak pidana yang hukuman 

dan kadarnya tidak dijelaskan oleh nash, tetapi kadar dan 

bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah 

dan lembaga peradilan).166 Kemudian menurut Al-Mawardi 

jarimah ta’zir adalah hukuman yang sifatnya memberikan 

pendidikan atas perbuatan dosa yang bentuk dan kadar 

hukumnya belum ditetapkan oleh syara’.167 

Jarimah ta’zir jika dilihat dari segi hak yang dilanggar 

dapat dibagi menjadi kepada dua bagian, yaitu:168  

a. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah, maksudnya 

yakni segala perbuatan yang berkaitan dengan dengan 

kepentingan dan kemaslahatan umum. Seperti contoh 

membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-

bahan pokok, penyeludupan, dan lain sebagainya. 

b. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu atau 

manusia, maksudnya yakni setiap perbuatan yang 

mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Seperti contoh 

penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya. 

 
166 M.Ag, Hukum Pidana Islam, 193. 
167 Muslich, Hukum Pidana Islam, 249. 
168 Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” 7. 
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Jika dilihat dari segi hak yang dilanggar, maka tindak 

pidana penipuan berkedok investasi skema binary option yang 

dilakukan oleh pelaku seperti DI dan IK termasuk ke dalam 

kategori jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu atau 

manusia, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 

mengakibatkan kerugian pada orang lain. 

Sebelum memberikan hukuman (uqubah) seorang 

hakim (ulil amri) tidak boleh lepas dari pembahasan tujuan 

dan maksudnya (maqashid). Memformulasi bentuk-bentuk 

sanksi tanpa memperhatikan maqashid akan menimbulkan 

kecacatan dalam produk hukum tersebut. Dalam teori 

maqashid uqubah setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi 

tujuan utama, yakni terwujudnya tindakan preventif, 

terwujudnya tindakan kuratif, dan memberikan keadilan pada 

korban.169 

Berbicara tentang tindak pidana penipuan investasi erat 

kaitannya dengan teori maqashid shariah, karena terdapat 

beberapa aspek dan tujuan untuk melindungi manusia, seperti 

perlindungan terhadap harta (hifz mal) yang tercantum dalam 

lima unsur pokok maqashid. Penipuan yang melibatkan 

perbuatan membohongi atau tipu daya untuk memperoleh 

keuntungan sangat bertentangan dengan prinsip ini, karena 

perbuatan tersebut telah menciderai unsur-unsur dari 

maqashid shariah dalam unsur perlindungan terhadap harta 

benda (hifz mal). 

 
169 M. Syahrun Nizham, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Berkedok 

Investasi Trading Forex Perspektif Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam 

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023), 58. 
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Dengan demikian, menurut hemat analisis peneliti 

bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu tindak pidana 

yang termasuk dalam kategori jarimah ta’zir. Yakni suatu 

tindak pidana atau perbuatan yang batas dan bentuk 

hukumannya belum ditentukan baik di al-quran maupun 

sunnah. Dikarenakan tindak pidana penipuan merupakan 

suatu jarimah yang menyinggung hak individu atau manusia 

yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka uqubah 

yang pantas dijatuhkan kepada pelaku penipuan berkedok 

investasi yakni sanksi hukuman penjara. 

Dalam hal ini apabila dikorelasikan melalui perspektif 

hukum positif maka pelaku penipuan diberikan hukuman 

penjara atau denda sesuai dalam Pasal 492 KUHP apabila 

perbuatan tersebut dilakukan secara konvensional, dan juga 

Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dengan hukuman penjara maksimal 6 

(enam) tahun penjara. 

Kemudian status kepemilikan harta yang diperoleh oleh 

pelaku penipuan berkedok investasi dalam hal ini juga dapat 

dikenakan jarimah ta’zir, dalam hal ini yakni jarimah ta’zir 

yang berkaitan dengan harta. Terdapat beberapa klasifikasi 

dalam jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta, yakni 

menghancurkan (al-itlaf), mengubahnya (al-ghayir), 

memilikinya (at-tanlik). 

Dengan demikian bahwa hukuman yang diberikan 

kepada tindak pidana penipuan berkedok investasi skema 

binary option adalah jarimah ta’zir. Dikarenakan hukuman 
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yang diberikan akan ditentukan oleh pemerintah (ulil amri) 

ataupun dalam hal ini hakim yang berwenang dalam 

mengadili dengan menurut ijtihadnya, sehingga dapat 

memberikan pengaruh baik preventif, represif, kuratif, dan 

edukatif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penulis di atas, semua pembahasan 

yang telah di analisis dalam permasalahan yang berkaitan 

dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan 

Berkedok Investasi Skema Binary Option melalui Platform 

Quotex Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaku yang menyebarkan atau mentransmisikan suatu 

perbuatan yang ilegal, dapat dimintakan 

pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah diperbuat. 

Tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 

378 KUHP atau Pasal 492 KUHP Baru, akan tetapi Pasal 

tersebut tidak bisa menjerat pelaku penipuan berkedok 

investasi skema binary option melalui platform quotex. 

Dikarenakan dalam Pasal 378 KUHP ataupun KUHP 492 

KUHP Baru belum menjangkau tindak pidana penipuan 

yang dilakukan secara online melalui media elektronik, 

dan hanya terbatas pada penipuan yang dilakukan secara 

konvensional dan tidak memenuhi unsur-unsur yang 

terdapat pada perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, Pasal 378 

KUHP atau Pasal 492 KUHP Baru tidak dapat digunakan 

untuk menjerat pelaku penipuan berkedok investasi skema 

binary option melalui platform quotex. Dengan demikian 

bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada 

pelaku penipuan berkedok investasi skema binary option 
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melalui platform quotex adalah Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 

28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 

2. Tindak pidana penipuan dalam Islam belum diatur secara 

eksplisit dalam al-Quran maupun sunnah. Apabila dilihat 

dari perbuatan dan unsur yang terdapat dalam transaksi 

binary option, maka dapat dikategorikan dengan perbuatan 

penipuan (gharar). Sanksi yang diberikan kepada pelaku 

penipuan berkedok investasi dikenakan jarimah ta’zir, 

dikarenakan tindak pidana penipuan belum diatur secara 

eksplisit dalam al-quran maupun sunnah, dan kadar 

hukumannya diserahkan kepada ulil amri. Sementara 

apabila jika dikorelasikan antara jarimah ta’zir pelaku 

penipuan berkedok investasi yang hukumannya ditentukan 

oleh ulil amri (hakim) dengan hukum positif Indonesia, 

maka hukuman yang sesuai adalah penjara 6 (enam) tahun 

dan/atau denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar 

rupiah) sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

B. Saran 

Adapun saran penulis dalam penelitian ini berdasarkan 

permasalahan yang terjadi serta mengacu pada kesimpulan 
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yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan segala kejahatan 

ataupun potensi kejahatan yang muncul dalam media 

elektronik, banyaknya masyarakat Indonesia yang awam 

akan teknologi yang sangat canggih menjadi suatu 

kesempatan bagi pelaku penipuan berkedok investasi 

untuk meraih keuntungan, oleh sebab itu sebaiknya 

pemerintah segera melakukan sosialisasi secara 

menyeluruh terkait investasi online ataupun memberikan 

himbauan kepada masyarakat supaya terhindar dari 

kejahatan penipuan berkedok investasi, kemudian 

menindak tegas atau melakukan blokir website ataupun 

platform yang terindikasi merugikan masyarakat. 

2. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan 

media elektronik yakni dengan ajakan modus investasi 

yang menawarkan keuntungan yang besar dengan cara 

yang sangat mudah dan singkat 

3. Penelitian mengenai penipuan berkedok investasi melalui 

skema binary option selalu menarik untuk dikaji secara 

lebih mendalam, karena penipuan berkedok investasi 

sangat mungkin terjadi setiap saat dalam kehidupan 

bermasyarakat. Sehingga penelitian ini dapat dikaji lebih 

komprehensif untuk memberikan pembaruan dan 

penyempurnaan atas penelitian ini.
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